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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat
dan rahmat-Nya, buku yang berjudul "Akuntansi Forensik dan Audit
Investigasi” ini akhirnya dapat diselesaikan dan hadir di hadapan
para pembaca. Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh semakin
kompleksnya berbagai tindak kecurangan (fraud) dan kejahatan
ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang, dan manipulasi laporan
keuangan, yang terjadi baik di sektor publik maupun swasta.
Fenomena ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam serta
pendekatan khusus yang tidak dapat dipenuhi hanya oleh audit
keuangan biasa .

Akuntansi forensik dan audit investigasi merupakan perpaduan
unik antara disiplin ilmu akuntansi, audit, dan hukum . Berbeda
dengan audit laporan keuangan yang bersifat umum dan berulang,
audit investigasi bersifat spesifik dan bertujuan untuk mencari,
menemukan, serta mengungkapkan bukti adanya suatu tindak pidana
atau perdata untuk kemudian digunakan di pengadilan . Buku ini hadir
untuk menjembatani pemahaman pembaca mengenai konsep,
prosedur, dan teknik yang digunakan dalam praktik akuntansi
forensik, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan bukti, hingga
pelaporan dan peran ahli di persidangan.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi mahasiswa, praktisi akuntansi, auditor, aparat penegak
hukum, dan seluruh pihak yang berkecimpung dalam upaya
pemberantasan kecurangan di Indonesia.

Penulis
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SEJARAH DAN
PERKEMBANGAN
AUDIT INVESTIGASI

Alfistia Maradidya, S.E., M.Acc., Ak.
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Sejarah dan Perkembangan Audit Investigasi

Pendahuluan

Perkembangan sistem ekonomi global yang semakin kompleks telah
mengubah lanskap risiko keuangan dan tata kelola organisasi secara
signifikan. Globalisasi, digitalisasi transaksi, inovasi instrumen
keuangan, serta tekanan kompetitif yang meningkat tidak hanya
membuka peluang ekonomi yang luas, tetapi juga memperbesar risiko
terjadinya kecurangan, manipulasi laporan keuangan, dan berbagai
bentuk kejahatan keuangan lainnya. Dalam konteks ini, mekanisme
pengawasan konvensional termasuk audit laporan keuangan
tradisional sering kali menghadapi keterbatasan ketika berhadapan
dengan skema fraud yang terstruktur, sistematis, dan lintas yurisdiksi.
Audit laporan keuangan pada dasarnya dirancang untuk memberikan
opini atas kewajaran penyajian laporan berdasarkan standar
akuntansi, bukan untuk melakukan investigasi kriminal yang
mendalam.

Keterbatasan tersebut semakin terlihat pasca berbagai skandal
korporasi besar seperti Enron, WorldCom, dan Satyam, yang
mengungkap bahwa manipulasi laporan keuangan dapat berlangsung
lama tanpa terdeteksi oleh audit rutin. Peristiwa ini memunculkan
kesenjangan antara ekspektasi publik dan ruang lingkup audit
konvensional, sekaligus mendorong kebutuhan terhadap pendekatan
yang lebih investigatif, skeptis, dan berbasis pembuktian hukum.
Audit investigasi atau akuntansi forensik kemudian berkembang
sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, dengan mereposisi
peran akuntan sebagai penyidik keuangan yang mengumpulkan bukti
admissible, merekonstruksi transaksi, dan menyusun laporan untuk
kepentingan litigasi.

Seiring  dengan  berkembangnya  teknologi  informasi,
karakteristik fraud juga mengalami transformasi menuju bentuk yang
semakin digital dan kompleks, sehingga audit investigasi dituntut
mengadopsi pendekatan berbasis data dan teknologi forensik digital.
Dalam perspektif akademik, akuntansi forensik telah berkembang
menjadi disiplin multidisipliner dengan landasan teoretis dan
metodologis yang kuat, meskipun masih menghadapi tantangan dalam
integrasi inovasi teknologi dan kesiapan regulasi. Secara konseptual,
audit investigasi muncul sebagai respons atas meningkatnya
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Sejarah dan Perkembangan Audit Investigasi

kompleksitas transaksi, tuntutan akuntabilitas publik, dan risiko fraud
berbasis teknologi, serta berperan strategis dalam memperkuat tata
kelola dan integritas sistem keuangan modern.

Akar Sejarah dan Fondasi Audit Investigasi

Audit investigasi merupakan hasil evolusi historis yang panjang dan

kompleks. Ia tidak muncul sebagai inovasi teknis sesaat, melainkan

sebagai respons sistemik terhadap perubahan struktur ekonomi,

perkembangan hukum, serta keterbatasan mekanisme audit

konvensional dalam mengungkap kecurangan yang disengaja. Untuk

memahami fondasi konseptualnya, perlu ditelusuri tiga fase utama

perkembangan: (1) akuntansi sebagai instrumen pembuktian sejak

peradaban awal, (2) lahirnya audit modern pada era Revolusi Industri,

dan (3) transformasi peran akuntan menuju fungsi investigatif dalam

praktik litigasi dan tata kelola korporasi.

1. Akuntansi dan Fungsi Pembuktian Sejak Peradaban Awal

a. Akuntansi sebagai Mekanisme Akuntabilitas Publik

Sejak peradaban Mesir, Babilonia, dan Romawi, pencatatan
transaksi telah digunakan sebagai alat pengawasan terhadap
pengelolaan sumber daya publik. Catatan pajak, distribusi
gandum, logistik militer, dan kepemilikan tanah disusun untuk
memastikan bahwa pejabat administrasi tidak menyalah-
gunakan kewenangannya.

Dalam konteks ini, akuntansi berfungsi sebagai instrumen
kontrol sosial. la memastikan bahwa individu yang diberi
mandat mengelola sumber daya harus mempertanggung-
jawabkan tindakannya melalui dokumentasi yang dapat
diverifikasi. Crumbley et al. menekankan bahwa akar akuntansi
forensik dapat ditelusuri dari praktik awal ini, ketika pencatatan
tidak hanya bertujuan administratif, tetapi juga sebagai
mekanisme pembuktian atas penggunaan dana dan kekayaan
publik.

Secara teoritis, fase ini merepresentasikan embrio konsep
accountability dalam teori tata kelola modern. Audit investigasi
modern masih mempertahankan prinsip yang sama:
memastikan bahwa penggunaan sumber daya dapat dibuktikan

dan diverifikasi secara objektif.
Alfistia Maradidya
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b. Catatan Keuangan sebagai Alat Pembuktian Hukum
Dalam sistem hukum Romawi, dokumen transaksi digunakan
sebagai bukti dalam forum publik (forum Romanum). Kata
“forensic” berasal dari kata Latin forensis, yang berarti
“berkaitan dengan forum atau pengadilan." Artinya, sejak awal,
praktik akuntansi memiliki keterkaitan erat dengan sistem
hukum.

Catatan keuangan menjadi alat evidentiary (alat
pembuktian). Fungsi evidentiary ini merupakan fondasi utama
audit investigasi. Tanpa kemampuan dokumentasi dan
pelacakan transaksi, pembuktian penyimpangan menjadi
mustahil. Secara konseptual, audit investigasi modern adalah
kelanjutan logis dari fungsi evidentiary tersebut. la memperluas
fungsi pembuktian dari sekadar pencatatan administratif
menjadi rekonstruksi transaksi yang kompleks dan sistematis.

c. Evolusi Awal Mekanisme Pengawasan

Dalam struktur kerajaan dan pemerintahan awal, sering kali
terdapat pemisahan antara pihak yang mencatat transaksi dan
pihak yang memeriksa catatan tersebut. Praktik ini merupakan
cikal bakal konsep independensi dalam audit. Benih awal audit
muncul ketika otoritas tertentu ditugaskan untuk
memverifikasi catatan pejabat lain. Meskipun belum berbentuk
audit profesional seperti saat ini, prinsip pemisahan fungsi
(segregation of duties) telah muncul sebagai mekanisme
pengendalian. Dengan demikian, fondasi audit investigasi dapat
ditelusuri  hingga  praktik pengawasan awal yang
menggabungkan dokumentasi dan pemeriksaan independen.

2. Revolusi Industri dan Lahirnya Audit Modern
a. Perubahan Struktur Ekonomi dan Agency Problem
Revolusi Industri mengubah secara fundamental struktur
organisasi ekonomi. Munculnya perusahaan berbentuk joint-
stock company menciptakan pemisahan antara pemilik modal
(shareholders) dan pengelola perusahaan (managers). Kondisi
ini melahirkan agency problem, yaitu manajer memiliki akses
informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik, sehingga
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Pendahuluan

Ketika mendengar kata “fraud,” sebagian besar orang langsung
mengaitkannya dengan rekayasa laporan keuangan atau manipulasi
akuntansi. Faktanya, fraud merupakan fenomena kompleks yang
melibatkan perilaku menyimpang, penyalahgunaan kekuasaan, dan
kelemahan sistem pengendalian, tidak terbatas hanya pada ranah
akuntansi atau keuangan. Fraud merupakan tindakan penyimpangan
yang bersifat tersembunyi, sulit dideteksi, dan sering kali terjadi tanpa
disadari, dan hal tersebut merupakan hambatan terbesar dalam
mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh
Global Economic Conditions Survey (GECS), para profesional keuangan
memasuki tahun 2026 ini dengan sentimen yang pesimis terhadap
prospek ekonomi global. Survey ini melibatkan 1.200 akuntan dan juga
profesional keuangan yang mencatat bahwa tingkat kepercayaan
global sepanjang tahun 2025 lalu berada pada level yang lemah dan
relatif stagnan, meski membaik dibandingkan titik terendah pada
kuartal pertama di tahun 2025. Kondisi tersebut mencerminkan
kehati-hatian yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi
global.

Global Fraud Index 2025 mencatat Indonesia sebagai negara
dengan tingkat kerentanan penipuan tertinggi kedua di dunia,
menempati posisi 111 dari 112 negara yang diteliti. Secara global,
fraud menjadi ancaman utama bagi organisasi karena menyebabkan
kerugian finansial signifikan setiap tahunnya. Laporan ACFE (2022)
menunjukkan bahwa organisasi kehilangan sekitar 5% dari
pendapatannya akibat fraud. Hal tersebut senada dengan 274.722
laporan penipuan yang dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (O]K) pada
periode November 2024 sampai dengan September 2025. Dari angka
tersebut, total kerugian mencapai Rp 6,1 triliun, dengan dana berhasil
diblokir sebesar Rp 374,2 miliar, setara dengan 6,13% dari total
kerugian. Angka tersebut bukan hal yang biasa, dan hal tersebut
sepatutnya mencari perhatian serius semua pihak karena di era digital
saat ini, penipuan bukan lagi kejahatan yang berdiri sendiri,
melainkan telah menjadi systemic risk dalam ekosistem keuangan
modern sehingga harus ditangani secara komprehensif lintas sektor.

Ketika tingkat kerentanan penipuan tinggi, maka yang
dipertaruhkan bukan hanya kerugian individu. Namun, lebih dari itu
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adalah kepercayaan publik, stabilitas ekonomi, dan reputasi bangsa di
mata dunia. Lembaga penelitian independen di Indonesia, CELIOS
(Center of Economic and Law Studies), dalam "Outlook Ekonomi Digital
2025" menyebutkan ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat, dengan
nilai transaksi mencapai 77 miliar dollar AS pada 2022 dan
diproyeksikan mencapai 130 miliar dollar AS pada 2025, kontribusi
40 persen dari total ASEAN. Namun, perkembangan yang cukup
signifikan tersebut tidak selalu diiringi penguatan proteksi atau
regulasi memadai. Celah keamanan, lemahnya verifikasi identitas,
regulasi, dan literasi digital yang belum merata menciptakan ruang
subur bagi pelaku fraud. Jika jumlah kasus tinggi dan skor kerentanan
juga tinggi, maka persoalannya bukan semata pada pelaku kejahatan,
tetapi terletak pada arsitektur sistem yang belum cukup tangguh.
Dalam tata kelola modern, pencegahan harus menjadi pondasi utama,
di mana sistem yang kuat seharusnya mampu mendeteksi pola
anomali transaksi sebelum kerugian meluas. Negara harus terus
memantau, memprediksi, dan melakukan mitigasi risiko agar
masyarakat tidak runtuh. Untuk mengantisipasi tren, memetakan
potensi ancaman, dan membangun sistem yang tahan terhadap
gangguan, pemerintah harus melakukan reformasi sistemik, bukan
hanya penambahan regulasi teknis.

Ekonomi modern bertumpu pada kepercayaan, artinya hal
tersebut akan mempengaruhi orang untuk berinvestasi. Investor
menilai risiko bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari
kualitas tata kelola dan keamanan sistem.

Konsep Dasar Fraud/Kecurangan

Fraud atau kecurangan merupakan tindakan ilegal yang dilakukan
secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok
dengan merugikan pihak lain. Dalam konteks keuangan, fraud sering
dikaitkan dengan manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset,
serta praktik korupsi (Albrecht et al,, 2019). Fraud berbeda dengan
error (kesalahan), di mana kesalahan dapat terjadi tanpa unsur
kesengajaan, sedangkan fraud mengandung unsur niat dan
perencanaan. Oleh karena itu, fraud memiliki implikasi hukum dan
etika yang lebih serius (Singleton & Singleton, 2010). Kompleksitas
transaksi modern dan digitalisasi sistem keuangan meningkatkan
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peluang terjadinya kecurangan yang semakin canggih dan sulit
dideteksi (Rezaee, 2005). Pemahaman konsep dasar fraud menjadi
fondasi penting dalam membangun sistem pengendalian internal dan
tata kelola perusahaan yang efektif (Tuanakotta, 2018).

Dalam bidang akuntansi, fraud merupakan kecurangan yang
melibatkan manipulasi data, pencurian aset, atau pelanggaran etika
bisnis lainnya. Tindakan melanggar hukum tersebut dilakukan untuk
mendapat keuntungan personal dengan merugikan orang lain, dan
Fraud terjadi ketika informasi keuangan sengaja dipalsukan untuk
menipu pihak lain. Menurut Association of Certified Fraud
Examiners (ACFE), sebagai organisasi profesional anti-fraud terbesar
di dunia, fraud adalah “segala tindakan tidak jujur dan melanggar
hukum yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan
yang tidak semestinya." Donald R. Cressey (1953) mengembangkan
konsep Fraud Triangle, yaitu sebuah teori yang menjelaskan tiga
faktor penyebab kecurangan di mana konsep ini memberi wawasan
tentang motivasi dan kondisi yang dapat mendorong seseorang untuk
melakukan tindakan kecurangan. Fraud melibatkan tiga elemen
utama, yang dikenal sebagai Fraud Triangle: tekanan (pressure),
peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Namun
lebih jauh dari itu, fraud juga mencerminkan dinamika kekuasaan,
integritas individu, serta kekuatan dan kelemahan sistem organisasi.

Fraud Triangle
By Donald R. Cressey

Prossure

Gambar 2.1: Elemen Fraud Triangle
Sumber: diolah penulis

Iglima Azhar



Konsep Dasar Fraud dan Kecurangan Keuangan

Daftar Pustaka
ACFE. (2022). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse.
Association of Certified Fraud Examiners.

ACFE, Report to the Nations, 2024

Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C.,, & Zimbelman, M. F.
(2019). Fraud examination (6th ed.). Cengage Learning.

Button, M., & Cross, C. (2017). Cyber fraud and cybercrime. Routledge.

Cressey, D. R. (1953). Other people's money: A study in the social
psychology of embezzlement. Free Press.

Rezaee, Z. (2005). Causes, consequences, and deterrence of financial
statement fraud. Critical Perspectives on Accounting, 16(3), 277-
298.

Singleton, T. & Singleton, A. (2010). Fraud auditing and forensic
accounting (4th ed.). Wiley.

Transparency International. (2023). Corruption Perception Index 2023.

Tuanakotta, T. M. (2018). Akuntansi forensik dan audit investigatif.
Salemba Empat.

Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: The S.C.0.R.E. model.
Journal of Financial Crime, 26(1), 372-381.

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond:
Considering the four elements of fraud. CPA Journal, 74(12), 38-42.

Iglima Azhar



Konsep Dasar Fraud dan Kecurangan Keuangan

PROFIL PENULIS

Iglima Azhar, M.Si.

Penulis merupakan lulusan Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Akuntansi
Universitas Syiah Kuala pada tahun 2009.
Tertarik  untuk mempertajam ilmu
akuntansi, penulis melanjutkan kuliah
tahun 2011 pada program magister
Universitas Syiah Kuala di bidang yang
sama, yaitu akuntansi, dan selesai pada
tahun 2013. Pada saat ini penulis sedang
melanjutkan kuliah S3 di bidang ekonomi syariah. Penulis memiliki
kepakaran di bidang akuntansi, ekonomi Islam, akuntansi
pemerintahan, dan kewirausahaan, di mana pada implementasinya di
dunia usaha, bidang-bidang tersebut saling mendukung satu sama lain

untuk meningkatkan kompetensi penulis. Dan untuk mewujudkan
karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di
bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah
dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga
Kemendikbudristek DIKTI. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif
menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif
bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Sebelumnya, penulis
juga pernah membuat buku dengan judul Manajemen Keuangan,
Pengantar Akuntansi, Perpajakan: Konsep, Regulasi, dan Penyelesaian
Soal, dan Penganggaran sektor publik dan nirlaba yang digunakan
sebagai referensi pada proses belajar mengajar di perguruan tinggi
tempat penulis berafiliasi.

Email Penulis: iglima_a@unsam.ac.id / iqlima_a@yahoo.com

Iqlima Azhar



ﬁ'

BAB 3
JENIS-JENIS FRAUD
DALAM ORGANISASI

Riana Anggraeny Ridwan, S.E., M.Si., CAIA., CTT.
Universitas Sulawesi Barat




Jenis-Jenis Fraud dalam Organisasi

Pengertian Fraud
Fraud adalah tindakan tidak terpuji, penipuan, dan kecurangan yang
secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan
keuntungan pribadi yang merugikan pihak tertentu. (Kranacher, Riley,
& Wells, 2011).
Secara universal, fraud meliputi:
1. Misrepresentasi fakta atau kebohongan
2. Penyalahgunaan kepercayaan
3. Informasi yang dimanipulasi
4. Tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dan keuntungan

lainnya
Contoh-contoh Fraud:
1. Tindakan manipulasi laporan keuangan
2. Tindakan penyalahgunaan aset perusahaan
3. Tindakan korupsi internal

Fraud acapkali dikaitkan dengan tindakan kecurangan atau
penipuan yang disengaja yang sangat merugikan suatu organisasi.
ACFE (A4ssociation of Certified Fraud Examiners), yakni organisasi yang
didirikan tahun 1988 oleh Joseph T. Wells adalah organisasi
profesional anti-fraud terbesar di dunia, berpendapat bahwa fraud
seringkali dilakukan secara tersembunyi dan sistematis, sulit
dideteksi tanpa adanya investigasi secara mendalam. Fraud
berdampak besar terhadap keberlangsungan suatu organisasi, yaitu
kerugian finansial, rusaknya reputasi, hilangnya kepercayaan
pelanggan, dan juga mitra.

Fraud Triangle: Mengapa Terjadi?
Fraud Triangle adalah teori yang menjelaskan latar belakang
seseorang melakukan tindakan fraud (kecurangan). Konsep dari teori
ini dikembangkan oleh kriminolog Amerika (Donald Cressey).
Terdapat tiga elemen utama, yaitu:
1. Pressure (Tekanan)
Tekanan/pressure adalah kebutuhan atau dorongan yang membuat
seseorang merasa perlu dan harus melakukan tindakan
kecurangan demi memenubhi niatan tertentu. Contoh pressure:
a. Masalah keuangan pribadi (terlilit hutang dan gaya hidup)

b. Target kerja yang tidak realistis
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c. Tuntutan dari atasan
d. Tekanan untuk mempertahankan citra atau jabatan

Tanpa adanya dorongan atau tekanan, seringkali motivasi
awal untuk melakukan tindakan fraud tidak akan ada.

2. Opportunity (Kesempatan)

Kesempatan muncul ketika sistem pengendalian lemah sehingga

memungkinkan fraud dilakukan tanpa mudah terdeteksi.

Contoh Opportunity yang dimaksud:

a. Tidak adanya pemisahan tugas (tugas antara pencatatan dengan

kas)

b. Lemahnya pengawasan
Audit yang tidak dilakukan secara berkala
d. Akses sistem yang tidak terkontrol dengan baik

Opportunity atau kesempatan seringkali disebut sebagai faktor

utama terjadinya fraud dikarenakan tekanan saja tidak cukup
mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut;
kesempatan lah yang menjadi faktor pokok sehingga tindakan
fraud bisa terjadi (Miceli, dkk; 2009).

0

3. Rationalization (Rasionalisasi)

Rasionalisasi adalah tindakan pembenaran perbuatan oleh diri

sendiri sehingga pelaku tidak merasa bersalah terhadap

tindakannya meskipun sesungguhnya tindakannya tersebut adalah

hal yang salah.

Contoh rasionalisasi:

a. “Saya hanya meminjam, suatu saat akan saya kembalikan."

b. “Perusahaan ini untung besar, saya mengambil sedikit tidak
akan menyebabkan perusahaan merugi."

¢. “Semua orang melakukan hal yang sama”

Ketiga faktor ini berkaitan satu sama lain; jikalau salah satu
faktor tidak ada, kecenderungan fraud terjadi akan semakin kecil.
Perkembangan teori fraud triangle ini berkembang menjadi teori
fraud diamond (ditambahkan unsur kemampuan atau capability)
dan teori fraud pentagon (dengan tambahan unsur competence atau
kemampuan dan arrogance atau arogansi). Pelaku dengan akses
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dan keahlian khusus akan lebih berpotensi melakukan fraud
dengan tingkatan yang kompleks yang semakin sulit untuk
diungkap dan dideteksi (Blenkinsopp, dkk., 2008).

Klasifikasi Utama Menurut ACFE (Fraud Tree)

1. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation)
Penyalahgunaan aset ialah salah satu bentuk kecurangan yang
paling tinggi frekuensi terjadinya dalam suatu organisasi. Hal ini
terjadi ketika seorang pegawai menggunakan atau mengambil aset
perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pemilik atau
pihak yang berwenang di perusahaan.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) kecurangan
jenis ini adalah yang paling sering terjadi jika dibandingkan dengan
tindak korupsi atau manipulasi laporan keuangan perusahaan, dan
seringkali fraud jenis ini nyaris tidak terdeteksi karena nilainya
tidak material dibandingkan dengan kecurangan lain yang
mungkin saja terjadi di lingkup perusahaan.

Aset umumnya berupa:

Uang tunai (kas, setoran pelanggan)

Rekening Perusahaan atau Dana transfer)

Inventaris kantor atau peralatan

Persediaan barang

Data dan informasi penting perusahaan

Waktu kerja (Klaim Lembur Karyawan)

me a0 o

2. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Aset

a. Pencurian Kas (Cash Thief), yakni pengambilan uang dari kas,
tidak menyetorkan seluruhnya jikalau ada pembelian barang,
mengubah catatan penjualan.

b. Penggelapan Persediaan (Inventory Fraud): contohnya
melakukan pengambilan di gudang, memanipulasi laporan
persediaan, menjual barang perusahaan, dan mendapatkan
keuntungan pribadi.

c. Penyalahgunaan Aset Non-Kas, seperti menggunakan
kendaraan dinas bukan untuk kepentingan kantor, klaim biaya
perjalanan  dinas  fiktif, pegawai fiktif, pemalsuan

reimbursement
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Tahapan dalam Investigasi Forensik

Investigasi forensik, yang merupakan audit khusus atas tindak
pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta ketidaklancaran
pembangunan, bertujuan untuk mengungkap sejumlah fakta terkait
fraud, mencakup perbuatan fraud (subjek), pelaku fraud (objek),
modus operandi, dan kuantifikasi nilai kerugian dan dampak yang
ditimbulkan. Penekanan investigasi forensik adalah pada penelusuran
sampai pada titik temu tersangka yang menjadi pelaku kecurangan
dan menghadapkannya ke pengadilan dengan bukti-bukti yang
diperoleh selama investigasi.

Investigasi forensik selain dilakukan oleh auditor pemerintah,
dapat pula dilakukan oleh akuntan publik sesuai dengan standar yang
dikeluarkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), khususnya
Standar Jasa Investigasi (S]JI). Permintaan investigasi dapat berasal
dari entitas usaha maupun aparat penegak hukum. Sebelum resmi
terlibat dalam investigasi forensik, akuntan publik harus
mempertimbangkan kesanggupan firmanya, terutama pertimbangan
atas skill dan pengalaman yang dibutuhkan dalam penugasan.
Investigasi forensik diketahui membutuhkan pengetahuan detail,
terutama teknik-teknik investigasi dan pemahaman atas konteks
hukum yang berlaku. Hal ini tentu terkait dengan biaya perikatan
sebagai kompensasi atas personel tim yang membutuhkan spesifikasi
dan pengalaman yang mumpuni. Selain itu, pertimbangan risiko
penugasan dan mitigasinya harus dilakukan akuntan publik sebelum
memutuskan menerima perikatan. Adapun tahapan-tahapan dalam
investigasi forensik dijelaskan dalam bagian berikut.

Penelaahan Informasi Awal (Praperencanaan)

Tahap awal dalam investigasi forensik dimulai dengan penelaahan

informasi awal. Informasi awal dapat diperoleh dari berbagai sumber,

misalnya media massa, pengaduan masyarakat, aparat penegak

hukum, dan hasil audit regular (eksternal maupun internal).

Informasi awal yang dihimpun dapat menjadi dasar untuk

mengembangkan hipotesis awal. Pengembangan hipotesis awal harus

mencakup pertanyaan-pertanyaan dasar (5W+2H) berikut ini:

1. What (apa) yaitu apa inti permasalahan dan indikasi fraud apa yang
terjadi; misalnya mark up atau mark down, pengadaan barang fiktif.
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Identifikasi indikasi fraud dapat membantu menentukan langkah-
langkah untuk memperjelas indikasi tindak pidana.

2. Who (siapa) yaitu siapa pelaku potensial termasuk memetakan apa
posisi, tanggung jawab, peran, wewenang, dan latar belakang serta
gaya hidup terduga; serta di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana
indikasi fraud terjadi. Pemetaan ini juga harus mengidentifikasi
peran-peran berbagai pihak yang secara bersama-sama melakukan
kolusi dan nepotisme untuk melanggar hukum dan merugikan
pihak lain.

3. Where (dimana/locus delikti) yaitu menentukan tempat terjadinya
tindakan misalnya, kantor, divisi, proyek, bagian, Kementerian.

4. When (kapan/tempus delikti) yaitu memetakan periodesasi
kejadian kecurangan biasanya beririsan langsung dengan periode
anggaran.

5. Why (mengapa) yaitu mengidentifikasi berbagai penyebab atau
kondisi yang mendorong tindakan kecurangan.

6. How (bagaimana) yaitu menentukan cara terjadinya tindakan
dengan menggambarkan kronologis kejadian dan melakukan
rekonstruksi lengkap atas berbagai peristiwa pidana sampai
terjadinya tindakan kecurangan.

7. How much (berapa banyak) yaitu menghitung dugaan awal
kerugian akibat terjadinya tindakan kecurangan.

Setelah pemetaan informasi awal, auditor perlu menyusun
ringkasan hasil penelaahan yang tidak hanya mencantumkan
hipotesis, jenis-jenis penyimpangan yang terjadi, pelaku potensial,
pihak yang terlibat, modus operandi, dan indikasi serta sebab
penyimpangan, tapi juga estimasi potensi kerugian dan rekomendasi
penanganan investigasi pada tahap selanjutnya. Pada tahap ini,
diputuskan keberlanjutan pelaksanaan investigasi dalam arti layak
tidaknya indikasi fraud yang diidentifikasi ditelusuri lebih lanjut
dengan perikatan pemeriksaan investigatif. Jika informasi awal sangat
terbatas, namun pertimbangan profesional menganggap investigasi
layak dilanjutkan, maka minimal informasi awal yang diperoleh wajib
memenubhi kriteria atau dapat menjawab 3W dari 5W+2H.
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Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan dengan mulai menetapkan sasaran,
ruang lingkup, dan susunan tim. Penetapan tim harus memperhatikan
hasil penelaahan informasi awal terutama penyesuaian atas keahlian
yang dibutuhkan dalam tim. Ketersediaan sumber daya yang memiliki
kompetensi teknis sebagai bagian dari tim investigasi akan
meningkatkan efektivitas dan ketelitian proses investigasi
kecurangan karena kehadiran para profesional yang memiliki
pengalaman serta keahlian khusus, misalnya di bidang forensik digital,
menjadi sangat penting tidak hanya selama proses investigasi
berlangsung, tetapi juga pada tahap tindak lanjut hasil temuan,
termasuk ketika memberikan keterangan ahli di persidangan apabila
diperlukan (Pedneault, 2010). Pada tahap ini surat tugas audit yang
baru harus diterbitkan, menyesuaikan jika terdapat perubahan
komposisi tim audit.

Setelah tim dibentuk, program kerja harus disusun dengan
memperhatikan jangka waktu dan anggaran biaya sesuai dengan
kebutuhan. Informasi tersebut perlu dicantumkan dalam surat tugas
audit. Tim harus mempertimbangkan dengan saksama target yang
diberikan klien kemudian merencanakan pekerjaan audit
berdasarkan target tersebut. Tahap perencanaan juga perlu
mempertimbangkan kebutuhan penggunaan teknik audit berbantuan
komputer (CAAT) sebagai cara terbaik mengumpulkan bukti.

Selain itu, terdapat pula teknik perencanaan audit investigatif
dengan metode SMEAC (Situation, Mission, Execution, Administration,
and Logistic Communication). Metode ini awalnya banyak digunakan
dalam operasi militer, sebelum digunakan pada investigasi fraud.
Arfidawati, Nurlaila, et al. (2022) menjelaskan model perencanaan
SMEAC digunakan auditor sebagai kerangka sistematis dalam
melaksanakan audit investigatif. Tahap situasi (situation) memuat
fakta awal yang diketahui, sedangkan misi (mission) menetapkan
tujuan yang ingin dicapai oleh tim investigasi. Tahap pelaksanaan
(execution) menjabarkan langkah-langkah teknis untuk mencapai
tujuan tersebut, administrasi dan logistik (administration and
logistics) mengatur pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan,
sementara komunikasi (communication) berfungsi mengoordinasikan
pelaporan serta pertukaran informasi selama proses penugasan.
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Apa Itu Digital Forensics?

Maraknya utilisasi teknologi dalam dunia bisnis dan akuntansi
membuat pelaksanaan audit forensik tidak terlepas dari forensik
digital, yaitu cabang ilmu forensik yang berfokus pada identifikasi,
perolehan, pemrosesan, analisis, dan pelaporan data yang disimpan
secara elektronik. Tujuan utama forensik digital adalah mengekstraksi
data dari bukti elektronik, memprosesnya menjadi intelijen yang
dapat ditindaklanjuti, dan menyajikan temuan untuk penuntutan.
Semua proses menggunakan teknik forensik yang baik untuk
memastikan temuan tersebut dapat diterima di pengadilan (Interpol,
n.d.).

Bukti dalam Audit Investigasi Forensik

Bukti secara umum didefinisikan oleh Singleton & Singleton (2010)
sebagai segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh pancaindra dan
setiap bentuk pembuktian yang disampaikan secara sah di
persidangan untuk membuktikan suatu dalil dan membentuk
keyakinan pada hakim atau juri yang dapat berupa kesaksian, bukti
tidak langsung (circumstantial), bukti demonstratif, bukti inferensial,
atau bahkan bukti teoretis yang disampaikan oleh ahli yang kompeten.
Pada dasarnya, bukti adalah segala sesuatu yang dapat membuktikan
atau menyangkal suatu hal yang dipermasalahkan.

Sebagaimana pembahasan dalam subbab pengumpulan bukti di
bab sebelumnya, bukti dalam setiap penugasan investigasi harus
memenuhi kriteria bukti audit secara umum, yaitu cukup (kriteria
kuantitas) dan tepat (kriteria kualitas). Selain itu, setiap auditor
forensik harus mengetahui kriteria bukti yang diterima secara hukum
karena auditor perlu menyadari sejak awal bahwa setiap investigasi
fraud umumnya akan berakhir di persidangan.

Singleton & Singleton (2010) mengaskan bahwa untuk dapat
diterima sebagai alat bukti, kesaksian, dokumen, benda, atau fakta
harus relevan, material, dan kompeten terhadap pokok perkara yang
disengketakan, serta diperoleh secara sah. Oleh karena itu, auditor
harus dibekali skill pengelolaan bukti forensik digital mulai dari
pengumpulan sampai penggunaannya di persidangan, terutama

dalam menjaga chain of custody dari bukti.
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Originalitas bukti juga berlaku pada bukti digital yang merupakan
bukti yang diekstrak dari segala perangkat elektronik yang memiliki
penyimpanan. Agar dapat digunakan dalam proses peradilan, Ademu
etal. (2011) menekankan bahwa barang bukti digital harus memenuhi
kriteria keabsahan hukum, ketepatan, keaslian, dan keandalan.
Mengingat sifatnya yang mudah berubah dan rentan terhadap
kerusakan, penanganan bukti digital perlu dilakukan secara cermat
dan profesional. Penerapan prosedur forensik digital yang sistematis
dan terstandar berperan penting dalam membantu investigator
memperoleh bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan di
hadapan hukum.

Klasifikasi Barang Bukti Forensik Digital

Secara umum barang bukti forensik digital dapat digolongkan menjadi

dua, yaitu:

1. Barang Bukti Elektronik yang mempunyai wujud fisik dan dapat
dikenali secara visual. Jenis-jenis barang bukti elektronik ini
seperti komputer PC, laptop/notebook, netbook, tablet, telepon
genggam, CD/DVD, router, switch, hub, flashdisk, floppy disk, hard
disk, kamera video, CCTV, kamera digital, perekam digital,
music/video player, dan semacamnya yang memiliki wujud fisik.

2. Barang Bukti Digital yang berupa informasi elektronik/dokumen
elektronik atau hasil cetaknya seperti yang disebut dalam Undang-
Undang No 11 Tahun 2008 sebagai alat bukti hukum yang sah.
Beberapa contoh barang bukti digital adalah:

a. Logical File: adalah file yang masih tersimpan secara normal dan
terdaftar dalam sistem file aktif, sehingga dapat diakses
langsung oleh sistem operasi.

b. Deleted File: adalah file yang telah dihapus dari sistem, namun
jejak datanya masih tersimpan dalam media penyimpanan dan
dapat dipulihkan melalui teknik forensik.

c. Lost File: adalah file yang sudah tidak tercatat dalam sistem file,
tetapi secara fisik masih berada di sektor penyimpanan.

d. File Slack: adalah ruang sisa dalam suatu cluster penyimpanan
yang tidak sepenuhnya terisi oleh data, yang dapat menyimpan
fragmen data sebelumnya.
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e. Log File: adalah catatan aktivitas sistem atau aplikasi yang
merekam peristiwa operasional, akses, dan perubahan data.

f. Encrypted File: adalah file yang isinya telah dienkripsi sehingga
hanya dapat diakses menggunakan kunci atau metode dekripsi
tertentu.

g. Steganography File: adalah file yang di dalamnya
disembunyikan data lain menggunakan teknik penyamaran,
biasanya pada media gambar, audio, atau video.

h. Office File: mencakup dokumen perkantoran seperti teks,
spreadsheet, dan presentasi yang sering memuat data
administratif dan transaksi.

i. Audio file: adalah rekaman suara digital yang dapat menjadi
bukti komunikasi atau percakapan.

j- Video file: adalah rekaman visual bergerak yang dapat merekam
kejadian, aktivitas, atau interaksi tertentu.

k. Image file: adalah file gambar digital yang dapat menyimpan
dokumentasi visual maupun informasi tersembunyi dalam
metadata.

. Email: adalah pesan elektronik yang berisi komunikasi tertulis,
lampiran, dan metadata pengiriman.

m. User ID dan password: adalah data autentikasi yang
menunjukkan identitas pengguna serta hak akses terhadap
suatu sistem.

n. Short Message Service (SMS): adalah pesan teks singkat yang
dikirim melalui jaringan seluler dan dapat merekam komunikasi
antar individu.

0. Multimedia Message Service (MMS): adalah pesan multimedia
yang memuat teks, gambar, audio, atau video yang dikirim
melalui jaringan seluler.

p. Call logs: adalah catatan riwayat panggilan telepon yang
memuat waktu, durasi, dan nomor yang dihubungi.

Teknik Pengumpulan Bukti Digital

Pengumpulan bukti digital melibatkan berbagai teknik forensik dalam
rangka menjaga kebenaran, keaslian, integritas, kerahasiaan, dan
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Pendahuluan
Wawancara merupakan dialog terstruktur atau semi-terstruktur
antara dua pihak atau lebih. Dimana salah satu pihak mengajukan
pertanyaan untuk sebuah informasi secara faktual, menilai
kepribadian, dan tujuan konseling. Wawancara juga adalah sesuatu
yang kompleks dan serbaguna yang mencakup individu, perilaku
manusia, dan hak asasi manusia. Dengan demikian pewawancara
harus fokus pada pengumpulan data secara fakta alih-alih mencari
pengakuan dan harus menggunakan pendekatan secara fleksibel.
Dalam audit investigasi, teknik wawancara dan interogasi
merupakan sesuatu yang bersifat penting karena merupakan
instrumen utama dalam mengungkap fakta, memperoleh bukti, serta
mengklarifikasi adanya indikasi kecurangan (fraud). Berbeda dengan
audit pada umumnya yang fokus akhirnya berada pada keandalan
laporan keuangan, audit investigasi bertujuan menemukan dan
membuktikan adanya penyimpangan secara sistematis dan
terstruktur. Oleh karenanya kemampuan auditor sangat dibutuhkan
dalam melakukan wawancara dan interogasi yang menentukan
keberhasilan dari proses investigasi.

Konsep Dasar Wawancara dalam Audit Investigasi
Wawancara adalah salah satu teknik utama dalam proses audit
investigasi yang fungsinya sebagai sarana kebutuhan informasi,
klarifikasi, konfirmasi, serta pengembangan bukti atas dugaan
penyimpangan dan fraud. Pada perspektif audit investigasi,
wawancara tidak sekedar proses tanya-jawab melainkan suatu
metode sistematis yang dirancang untuk mendapatkan fakta secara
objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Wawancara menjadi hal yang krusial karena tidak semua bukti
dapat ditemukan melalui dokumen atau data elektronik lainnya.
Proses ini dilakukan secara sistematis dengan beberapa
pertimbangan seperti aspek psikologi, legal, dan etika profesi. Banyak
fakta yang tersembunyi dalam pengalaman serta pengetahuan
individu dan pola interaksi yang hanya dapat digali melalui
komunikasi secara langsung.
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Teknik Wawancara dan Interogasi dalam Audit Investigasi

1. Tujuan Wawancara dalam Audit Investigasi

Secara umum wawancara dalam audit investigasi memiliki tujuan

untuk:

a. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi fakta terkait adanya
penyimpangan (fraud).
Tujuan ini merupakan hal yang krusial yang menentukan
sedalam mana fakta didapatkan serta kualitas dari kesimpulan
hasil pemeriksaan. Tahap ini tidak hanya memperoleh informasi
melainkan juga menilai relevansi, validitas, serta keterkaitan
antara bukti secara objektif. Klarifikasi fakta juga melibatkan
kemampuan analisis kritis untuk menguji konsistensi dari
sebuah informasi. Membandingkan antara pernyataan
narasumber dengan bukti dokumen, menelusuri alur transaksi,
dan mengidentifikasi sebab-akibat dari suatu kejadian. Oleh
sebab itu, proses identifikasi dan Kklarifikasi fakta tidak hanya
berfokus pada bukti adanya penyimpangan namun juga pada
pola, dampak yang ditimbulkan, serta kelemahan dari sistem
pengendalian internal yang diterapkan yang terindikasi adanya
penyimpangan (fraud).

b. Menguji Konsistensi Informasi antar Narasumber
Pengujian konsistensi informasi antar narasumber adalah
sesuatu hal yang wajib dilakukan untuk memastikan keandalan
dan kredibilitas dari informasi yang diterima. Hal ini disebabkan
karena perbedaan perspektif, kepentingan, dan pengetahuan
terhadap suatu kejadian dari pihak manajemen, staf
operasional, serta pihak ketiga. Oleh karena itu, auditor
investigatif tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi
melainkan mewajibkan para auditor melakukan cross-check dan
perbandingan secara sistematis. Dalam penerapannya, auditor
menggunakan metode triangulasi, yaitu mengecek kebenaran
informasi melalui dua atau lebih sumber yang berbeda, baik
melalui dokumen pendukung maupun wawancara yang
langsung dilakukan. Selain itu, auditor tidak lepas pada aspek
nonverbal seperti tergambar pada bahasa tubuh yang tidak
selaras dengan pernyataan secara lisan serta perubahan

intonasi yang menimbulkan keraguan.
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c. Mengonfirmasi bukti yang telah diperoleh dari dokumen atau
sumber lain
Tujuan dilakukannya konfirmasi bukti adalah untuk
memastikan kebenaran dari informasi yang telah diperoleh dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Konfirmasi
bertujuan untuk menilai dan menguji keakuratan, keaslian, dan
keterkaitan bukti dengan kejadian yang sedang dalam proses
investigasi. Secara formal auditor memeriksa keabsahan
dokumen yang tertera tanda tangan, cap, nomor referensi,
tanggal penerbitan, dan otorisasi dari pihak berwewenang.
Selain dari dokumen fisik, bukti digital tetap melalui prosedur
konfirmasi yang ketat. Auditor harus memastikan integritas
data dengan tetap melindungi chain of custody, melakukan data
matching, dan menggunakan teknik audit lainnya seperti
bantuan komputer.

Bukti digital dapat berupa email, log transaksi, atau
rekaman sistem yang membutuhkan verifikasi keasliannya agar
terhindar dari manipulasi dan perubahan data yang dapat
mengganggu validitas temuan. Sikap skeptisisme profesional
auditor investigatif sangat diperlukan pada tahap ini guna
menghindari bias dari bukti yang diperoleh. Setiap bukti harus
diperlakukan secara kritis tanpa asumsi awal yang tidak mampu
dipertanggungjawabkan.

d. Mengembangkan petunjuk baru yang mengarah pada bukti
tambahan
Pada audit investigasi, pengungkapan informasi secara faktual
tidak terhenti pada bukti-bukti yang telah diperoleh di tahap
awal pemeriksaan. Bisa saja bukti awal merupakan langkah
awal dalam pengembangan bukti baru yang dapat menjadi bukti
tambahan. Pada proses ini dibutuhkan daya analisa dan berpikir
kritis serta kemampuan intuisi profesional dari seorang auditor
investigatif dalam memperoleh keterkaitan informasi
tambahan. Identifikasi anomali perlu dilakukan oleh auditor
atau hubungan yang tersembunyi di balik suatu transaksi.
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Audit Investigasi Pada Laporan Keuangan

Pendahuluan

Audit investigasi merupakan cabang khusus dalam bidang auditing
yang berfokus pada pengungkapan indikasi kecurangan, manipulasi,
atau pelanggaran hukum dalam laporan keuangan suatu entitas.
Berbeda dengan audit laporan keuangan konvensional yang bertujuan
memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan, audit investigasi
diarahkan untuk menemukan fakta, motif, dan pelaku penyimpangan
secara komprehensif (Arens et al, 2021). Pendekatan ini bersifat
mendalam karena hasilnya sering digunakan sebagai bukti dalam
proses litigasi atau investigasi regulator. Oleh sebab itu auditor
investigatif harus memiliki kompetensi multidisipliner yang
mencakup akuntansi, hukum, teknologi informasi, dan analisis
perilaku. Kompleksitas lingkungan bisnis modern membuat praktik
audit investigasi semakin relevan karena teknik manipulasi laporan
keuangan semakin canggih. Banyak skandal keuangan global
menunjukkan bahwa audit reguler tidak selalu mampu mendeteksi
fraud kompleks tanpa prosedur investigatif tambahan.

Perkembangan globalisasi ekonomi telah meningkatkan volume
transaksi lintas yurisdiksi sehingga risiko manipulasi laporan
keuangan juga meningkat. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan
metode audit yang mampu menelusuri transaksi secara forensik dan
sistematis (Hopwood et al., 2019). Dalam praktiknya, audit investigasi
tidak hanya memeriksa angka, tetapi juga menilai pola transaksi,
hubungan antar pihak, serta log aktivitas sistem digital. Pendekatan
tersebut memungkinkan auditor mengidentifikasi skema fraud
tersembunyi yang tidak terlihat melalui pengujian sampel biasa.
Penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan fungsi investigatif
yang kuat memiliki tingkat kerugian fraud lebih rendah dibandingkan
organisasi tanpa mekanisme tersebut (ACFE, 2025). Hal ini
menegaskan bahwa audit investigasi merupakan instrumen penting
dalam sistem pengendalian organisasi modern.

Laporan keuangan merupakan media komunikasi utama antara
manajemen dan pemangku kepentingan eksternal seperti investor,
kreditur, dan regulator. Informasi yang disajikan di dalamnya menjadi
dasar pengambilan keputusan ekonomi strategis sehingga
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keandalannya sangat krusial (Kieso et al., 2020). Ketika laporan
keuangan dimanipulasi, dampaknya tidak hanya merugikan investor
tetapi juga dapat memicu krisis kepercayaan pasar. Audit investigasi
hadir sebagai mekanisme untuk memverifikasi integritas informasi
tersebut ketika muncul indikasi penyimpangan. Tanpa prosedur
investigatif, manipulasi kompleks seperti rekayasa pendapatan atau
pengalihan aset dapat luput dari pengawasan. Oleh karena itu, peran
audit investigasi semakin penting dalam menjaga stabilitas sistem
keuangan.

Secara konseptual, audit investigasi tidak hanya berfungsi
menemukan kesalahan, melainkan juga meningkatkan kualitas tata
kelola organisasi. Hasil investigasi sering menjadi dasar perbaikan
sistem kontrol internal, penyusunan kebijakan baru, serta penegakan
disiplin manajerial (COSO, 2013). Organisasi yang menindaklanjuti
temuan investigatif secara serius biasanya menunjukkan peningkatan
transparansi dan akuntabilitas. Dampak jangka panjangnya adalah
peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas
laporan keuangan. Dengan demikian audit investigasi dapat
dipandang sebagai mekanisme pencegahan sekaligus deteksi fraud.
Perannya menjadi semakin strategis dalam lingkungan bisnis yang
sarat risiko.

Dasar Teori Audit Investigasi

Audit investigasi berakar pada teori fraud yang menjelaskan faktor
penyebab terjadinya kecurangan dalam organisasi. Model klasik yang
sering digunakan adalah fraud triangle yang menyatakan bahwa
tekanan, peluang, dan rasionalisasi merupakan tiga elemen utama
pemicu fraud (Cressey, 1953). Tekanan biasanya berasal dari
kebutuhan finansial atau target kinerja, sedangkan peluang muncul
karena lemahnya pengendalian internal. Rasionalisasi memungkinkan
pelaku membenarkan tindakan ilegal secara psikologis. Model ini
menjadi dasar analisis auditor dalam menilai risiko kecurangan
laporan keuangan. Tanpa memahami faktor perilaku ini, proses
investigasi akan kehilangan konteks penyebab. Oleh karena itu, teori
perilaku menjadi fondasi penting audit investigatif.
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Model tersebut kemudian dikembangkan menjadi fraud diamond
yang menambahkan faktor kemampuan pelaku sebagai unsur
keempat. Unsur kemampuan menekankan bahwa tidak semua
individu dengan tekanan dan peluang dapat melakukan fraud tanpa
keterampilan atau posisi yang memungkinkan (Wolfe & Hermanson,
2004). Faktor ini relevan dalam kasus manipulasi laporan keuangan
yang kompleks karena biasanya melibatkan individu berpengetahuan
tinggi. Auditor investigatif harus mempertimbangkan kompetensi
teknis pelaku saat menilai risiko. Analisis ini membantu
mengidentifikasi siapa yang paling mungkin melakukan manipulasi.
Pendekatan berbasis profil pelaku meningkatkan efektivitas
investigasi. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi teori perilaku
dan audit.

Audit investigasi juga berlandaskan teori agensi yang
menjelaskan konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan
pemilik sebagai prinsipal. Konflik ini dapat mendorong manajemen
memanipulasi laporan keuangan demi mempertahankan reputasi
atau bonus berbasis kinerja (Jensen & Meckling, 1976). Auditor
investigatif menggunakan kerangka teori ini untuk menilai
kemungkinan bias dalam pelaporan. Jika insentif manajemen terlalu
kuat, risiko manipulasi cenderung meningkat. Analisis struktur
kompensasi dan target kinerja menjadi bagian penting investigasi.
Dengan memahami motivasi ekonomi, auditor dapat memprediksi
area laporan yang rentan dimanipulasi. Teori agensi dengan demikian
memperkuat pendekatan analitis investigatif.

Selain teori agensi, teori sinyal juga relevan dalam audit
investigasi. Teori ini menjelaskan bahwa laporan keuangan
merupakan sinyal yang dikirim perusahaan kepada pasar mengenai
kondisi ekonominya (Spence, 1973). Ketika sinyal tersebut sengaja
dimanipulasi, investor menerima informasi yang menyesatkan.
Auditor investigatif berperan menilai apakah sinyal tersebut
mencerminkan realitas ekonomi atau hanya rekayasa akuntansi.
Analisis ini sering melibatkan pengujian konsistensi antara laporan
keuangan dan kondisi operasional nyata. Ketidaksesuaian antara
keduanya dapat menjadi indikasi fraud. Oleh sebab itu, teori sinyal
membantu auditor memahami implikasi komunikasi keuangan.
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Pendahuluan

Manipulasi laba (earnings manipulation) merupakan salah satu
bentuk kecurangan laporan keuangan yang paling kompleks dalam
praktik akuntansi modern. Praktik ini dilakukan melalui rekayasa
kebijakan akuntansi, estimasi, klasifikasi transaksi, maupun
pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan beban sehingga
laporan keuangan tampak wajar secara formal, tetapi menyesatkan
secara substansi ekonomi (Healy & Wahlen, 1999; Schipper, 1989).
Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian mengenai earnings
management berkembang pesat baik dari sisi teori, metodologi
deteksi, maupun implikasi tata kelola seiring dengan kemajuan teknik
analitik dan peningkatan tuntutan transparansi pasar modal (Bui,
2024; Nguyen et al., 2023).

Perkembangan metodologi deteksi juga signifikan: selain model
akrual Kklasik seperti Jones dan Modified Jones, penelitian modern
menggabungkan pendekatan real earnings management, model
probabilistik seperti Beneish M-Score, serta teknik forensic data
analytics berbasis machine learning yang semakin banyak diuji dalam
konteks empiris (Achmad, 2024; Baik et al., 2022; Beneish, 1999;
Dechow et al, 1995; Roychowdhury, 2006). Kajian mutakhir
menunjukkan bahwa manipulasi laba tidak hanya relevan bagi
penegakan hukum, tetapi juga bagi manajemen risiko, peringkat
kredit, dan stabilitas pasar (Duong, 2023).

Konsep dan Kerangka Teoretis Earnings Management
Earnings management merupakan fenomena yang tidak dapat
dilepaskan dari fleksibilitas yang melekat dalam standar akuntansi
berbasis akrual. Sistem akuntansi akrual memberikan ruang bagi
manajemen untuk menggunakan pertimbangan profesional
(professional judgment) dalam menentukan estimasi, asumsi, dan
metode pencatatan transaksi (Healy & Wahlen, 1999). Fleksibilitas ini
pada satu sisi diperlukan agar laporan keuangan dapat
merepresentasikan substansi ekonomi transaksi secara wajar. Namun
di sisi lain, fleksibilitas tersebut membuka peluang bagi manajemen
untuk melakukan intervensi terhadap angka laba demi mencapai
tujuan tertentu.
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Secara konseptual, earnings management didefinisikan sebagai
intervensi manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal
dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau organisasi
tertentu (Schipper, 1989). Intervensi ini dapat dilakukan melalui dua
pendekatan utama, yaitu:

1. Accrual Earnings Management, yaitu manipulasi yang dilakukan
melalui kebijakan dan estimasi akuntansi tanpa mengubah
aktivitas ekonomi riil perusahaan. Contohnya adalah perubahan
estimasi penyisihan piutang, metode depresiasi, atau pengakuan
provisi (Dechow & Skinner, 2000).

2. Real Earnings Management, yaitu manipulasi yang dilakukan
melalui keputusan operasional riil, seperti memberikan diskon
besar untuk meningkatkan penjualan akhir periode, mengurangi
pengeluaran riset dan pengembangan, atau menunda biaya
tertentu demi meningkatkan laba jangka pendek (Roychowdhury,
2006).

Perbedaan antara kedua pendekatan tersebut penting dalam
investigasi forensik karena real earnings management seringkali lebih
sulit dibedakan dari keputusan bisnis normal dibandingkan
manipulasi berbasis akrual.

Secara teoretis, praktik earnings management dijelaskan melalui
beberapa kerangka konseptual berikut:
1. Agency Theory
Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara
pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent). Karena
terdapat pemisahan kepemilikan dan pengendalian, manajemen
memiliki akses informasi yang lebih besar (information asymmetry)
dibandingkan  pemilik  (Jensen &  Meckling, 1976).
Ketidakseimbangan informasi ini menciptakan peluang bagi
manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang
menguntungkan posisinya, meskipun tidak sepenuhnya
mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

2. Positive Accounting Theory

Teori ini menyatakan bahwa manajemen akan memilih kebijakan
akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya (Ghio & Verona, 2020).
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transaksi pihak berelasi. Pendekatan ini sejalan dengan standar
audit berbasis risiko yang menekankan pemahaman entitas dan
lingkungannya.

Integrasi antara analisis kuantitatif, evaluasi tata kelola, dan
pengujian substantif memungkinkan investigator membangun
kesimpulan yang defensible secara profesional maupun hukum.
Dengan demikian, menegaskan bahwa deteksi manipulasi laba
bukan sekadar proses mekanis menghitung rasio, melainkan
proses investigatif komprehensif yang memerlukan skeptisisme
profesional tingkat tinggi.

Implikasi Hukum dan Tata Kelola

Manipulasi laba yang material dan disengaja dapat dikategorikan
sebagai fraudulent financial reporting dan berpotensi melanggar
regulasi pasar modal. Dalam perspektif hukum, unsur niat (intent)
menjadi faktor pembeda utama antara kesalahan akuntansi dan
kecurangan.

Skandal akuntansi besar menunjukkan bahwa lemahnya tata
kelola perusahaan berkontribusi signifikan terhadap praktik
manipulasi laba. Efektivitas dewan komisaris dan komite audit
memiliki hubungan negatif dengan tingkat earnings management
(Klein, 2002).

Dari sudut pandang tata kelola, pencegahan manipulasi laba
memerlukan:

1. Penguatan independensi dewan dan komite audit.

2. Transparansi pengungkapan kebijakan akuntansi.

3. Sistem pengendalian internal yang efektif.

4. Audit eksternal yang independen dan berkualitas tinggi.

Peran akuntan forensik dalam konteks ini tidak hanya bersifat
reaktif (mengungkap kecurangan), tetapi juga preventif melalui
evaluasi risiko dan penguatan sistem pengendalian.
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Investigasi Pencucian Uang

Pendahuluan

Pencucian uang adalah sebuah praktik ilegal yang bertujuan untuk
menyembunyikan sumber uang haram tersebut, sehingga terlihat
seakan-akan berasal dari aktivitas yang sah. Menurut Financial Action
Task Force (FATF), lembaga yang menentukan standar global untuk
memerangi praktik ini, aktivitas tersebut merupakan landasan bagi
tindakan kriminal terorganisir, perdagangan narkotika, kolusi, dan
pendanaan kegiatan ekstremis. Penggelapan dana ini tidak hanya
merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan global, tetapi juga
mengancam pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara-negara
dengan perekonomian baru.

Penanganan kasus pencucian uang adalah bidang yang rumit
yang melibatkan hukum pidana, audit akuntansi untuk tujuan hukum,
intelijen keuangan, serta teknologi informasi. Bagian ini menjelaskan
dasar konsep dari penelitian pencucian uang, metode penyelidikan
yang terkini, hasil-hasil dari studi terbaru dalam publikasi akademis
terkemuka, serta berbagai tantangan yang muncul di era transformasi
digital perbankan.

Kerangka Teoritis Investigasi Pencucian Uang
1. Model Tiga Tahap (Placement-Layering-Integration)

Konsep dasar yang paling mendasar untuk mengerti bagaimana

uang haram dicuci adalah kerangka tiga fase yang sudah ada sejak

tahun delapan puluhan:

a. Penempatan: Langkah permulaan saat uang hasil kejahatan
(danailegal) dimasukkan ke dalam tatanan finansial yang resmi.
Cara lazim mencakup menyetor uang tunai sedikit demi sedikit
agar tidak perlu dilaporkan (disebut structuring atau smurfing),
membeli wesel perjalanan, atau memanfaatkan jasa layanan
pengiriman uang.

b. Pelapisan: Fase ketika wuang tersebut diputar melalui
serangkaian transaksi rumit demi menghilangkan jejak asalnya.
Taktik yang dipakai antara lain memindahkan dana antar
negara, memakai perusahaan boneka (shell companies), serta
merekayasa perdagangan antar negara.

Lia Kian

119



Investigasi Pencucian Uang

c. Integrasi: Tahap penutup di mana dana yang sudah dianggap
"bersih" dikembalikan kepada pelakunya melalui investasi yang
sah, contohnya properti, usaha yang banyak melibatkan uang
tunai (seperti restoran atau kasino), atau instrumen investasi.

Kerangka ini masih dianggap penting walau telah banyak
berubah seiring berkembangnya teknologi finansial digital dan
mata uang kripto, yang memungkinkan para kriminal melewati
metode penempatan konvensional.

2. Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)

Konsep pilihan rasional dipakai guna menguraikan bagaimana para
pelaku pencucian uang bertindak layaknya agen yang berpikir
matang, menimbang untung rugi sebelum terlibat dalam kejahatan
finansial. Para pencuci uang ini secara terstruktur menganalisis:
a. Kemungkinan ketahuan oleh aparat penegak hukum
b. Beratnya hukuman pidana yang mungkin dijatuhkan
c. Pengeluaran yang terkait dengan proses pencucian uang
d. Imbalan finansial yang bisa didapat

Aspek-aspek yang turut menentukan pilihan metode
pencucian uang meliputi kerumitan prosedur, ongkos yang
dikeluarkan, dan seberapa aman metode tersebut dirasakan oleh si
pelaku. Kerangka pemikiran ini menjadi landasan bagi taktik
pencegahan yang berfokus pada situasi (pencegahan kejahatan
situasional), yang berupaya meningkatkan pengorbanan dan
bahaya dalam aktivitas pencucian uang sembari memperkecil
kesempatan keberhasilan aksinya.

3. Pendekatan Tipologi (Typological Approach)
Pendekatan tipologi mengklasifikasikan metode pencucian uang
berdasarkan pola perilaku, instrumen nilai, dan entitas yang
terlibat. Dalam studi scoping review komprehensif, 16 tipologi
utama pencucian uang, lebih dari 200 instrumen nilai, lebih dari
200 aktor/entitas, dan 2.565 indikator bendera merah (red-flag
indicators) yang relevan diidentifikasi. Tipologi utama meliputi:
a. Pencucian Dberbasis perdagangan (Trade-Based Money
Laundering /TBML)
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Investigasi Kejahatan Perbankan dan Pasar Modal

Pendahuluan

Pertumbuhan sektor perbankan dan pasar saham merupakan salah
satu indikator penting kemajuan ekonomi suatu negara. Fungsi dari
kedua sektor ini adalah sebagai cara untuk mengumpulkan dan
mendistribusikan dana masyarakat, dan juga bertindak sebagai alat
untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif. Oleh karena itu,
stabilitas dan integritas sektor perbankan dan pasar modal sangat
penting untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat dan
berkelanjutan.

Dari perspektif ekonomi, sektor perbankan dan pasar modal
merupakan bagian kunci dari sistem keuangan, yang bertindak
sebagai perantara, membantu mendistribusikan sumber daya, dan
berperan dalam meneruskan kebijakan moneter (Mishkin, 2019).
Memiliki sistem keuangan yang efisien dan stabil sangat diperlukan
untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu,
gangguan terhadap integritas sektor perbankan dan pasar modal,
termasuk yang disebabkan oleh kejahatan keuangan, memengaruhi
perekonomian secara keseluruhan.

Namun, kompleksitas sistem keuangan modern, kemajuan
teknologi informasi, dan peningkatan volume serta kecepatan
transaksi keuangan juga menciptakan peluang bagi berbagai jenis
kejahatan. Kejahatan perbankan dan pasar saham dapat
menyebabkan kerugian finansial yang besar dan juga mengancam
stabilitas sistem keuangan, yang dapat menurunkan kepercayaan
masyarakat terhadap sistem tersebut.

Kejahatan perbankan dan pasar keuangan tidak hanya
menimbulkan kerugian pada tingkat individu, tetapi juga
memengaruhi gambaran yang lebih besar dengan menurunkan
kepercayaan, meningkatkan risiko sistem, dan mengganggu stabilitas
keuangan (Bank Indonesia, 2025). Dalam konteks ini, investigasi
terhadap kejahatan perbankan dan sekuritas tidak hanya dilihat
sebagai proses penegakan hukum, tetapi juga sebagai alat kebijakan
ekonomi untuk menjaga stabilitas dan efisiensi sistem keuangan.

Dalam konteks tersebut, investigasi kejahatan perbankan dan
sekuritas memainkan peran kunci. Investigasi tidak hanya bertujuan
untuk mengungkap pelaku dan metode yang digunakan dalam
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kejahatan, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk mencegah
kejahatan di masa mendatang dan menegakkan hukum serta
membantu melindungi integritas sistem keuangan nasional.

Kejahatan Keuangan dalam Kerangka Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, kejahatan perbankan dan penipuan
pasar saham dapat dilihat sebagai contoh kegagalan pasar, yang
berasal dari akses informasi yang tidak merata dan sistem
pengawasan yang lemah (Stiglitz & Weiss, 1981). Informasi asimetris
memungkinkan beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan
dengan mengorbankan pihak lain, sementara tata kelola yang lemah
menciptakan insentif untuk perilaku oportunistik.

Kejahatan keuangan juga terkait erat dengan teori keagenan, yang
membahas konflik antara kepentingan pemilik dana dan manajer dana
(Tirole, 2010). Dalam konteks perbankan dan pasar modal, konflik ini
dapat menyebabkan intervensi otoritas jika tidak diimbangi dengan
sistem pemantauan dan investigasi yang efektif.

Kejahatan keuangan mencakup berbagai jenis aktivitas ilegal
yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui
sistem keuangan, seperti penipuan bank, manipulasi pasar saham,
pencucian uang, penggelapan, dan korupsi. Dalam konteks ekonomi,
kejahatan keuangan dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran
hukum, tetapi sebagai fenomena yang memengaruhi efisiensi pasar,
stabilitas sistem keuangan, distribusi kekayaan, dan pertumbuhan
ekonomi. Pendekatan ekonomi melihat kejahatan keuangan terjadi
karena insentif, struktur pasar, ketidakseimbangan informasi, dan
kelemahan dalam institusi yang bekerja bersama-sama.

Karakteristik Ekonomi Kejahatan Perbankan

Kejahatan perbankan memiliki ciri ekonomi Kkhusus Kkarena
melibatkan banyak uang masyarakat dan dapat menyebabkan
dampak besar pada sistem keuangan. Praktik-praktik seperti kredit
palsu, manipulasi laporan keuangan, dan pencucian uang dapat
mengganggu kemampuan bank untuk bertindak sebagai perantara
dan meningkatkan risiko kegagalan bank (Mishkin, 2019).
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Dari perspektif stabilitas sistem keuangan, kegagalan bank akibat
kejahatan keuangan dapat memiliki dampak sistemik, terutama jika
bank tersebut terkait erat dengan lembaga keuangan lainnya
(Calomiris et al, 1991). Oleh karena itu, investigasi kejahatan
perbankan merupakan alat penting dalam mengurangi risiko sistemik
(Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, 1998).

Dari perspektif ekonomi, kejahatan perbankan menunjukkan
bagaimana mekanisme pasar gagal karena informasi yang tidak
merata, insentif yang terdistorsi, dan tata kelola lembaga keuangan
yang lemah. Perbankan adalah lembaga yang beroperasi dengan
leverage tinggi dan bergantung pada kepercayaan publik, sehingga
setiap pelanggaran tidak hanya memengaruhi individu tetapi juga
dapat menciptakan potensi risiko. Secara struktural, kejahatan
perbankan muncul dari masalah keagenan antara manajemen,
pemegang saham, deposan, dan regulator. Fitur penting lainnya dari
struktur ekonomi adalah bahwa biaya sosial cukup tinggi
dibandingkan dengan kerugian pribadi. Transaksi perbankan dapat
mengurangi kepercayaan publik, meningkatkan biaya perantara,
mengganggu stabilitas sistem pembayaran, dan menyebabkan efek
penyebaran antar lembaga keuangan. Dalam konteks makroekonomi,
situasi ini dapat menurunkan investasi, memperlambat pertumbuhan,
dan meningkatkan beban keuangan pemerintah karena intervensi
negara. Jadi, kejahatan keuangan tidak hanya dilihat sebagai
pelanggaran hukum, tetapi sebagai fenomena ekonomi yang terkait
dengan desain insentif dan kualitas regulasi dan ketahanan lembaga
keuangan.

Kejahatan Pasar Modal dan Efisiensi Pasar
Pasar keuangan yang efisien membutuhkan informasi yang akurat,
transparan, dan dapat diakses secara merata oleh semua pelaku pasar
(Bodie, 2021). Kejahatan keuangan, seperti perdagangan manusia dan
manipulasi pasar, secara langsung merusak efisiensi mekanisme
pasar.

Dari perspektif ekonomi keuangan, perdagangan manusia
menyebabkan harga sekuritas tidak lagi mencerminkan semua
informasi yang tersedia untuk publik, sehingga menyebabkan alokasi
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Audit Investigasi Pada Sektor Publik dan Pemerintahan

Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi tata
kelola pemerintahan dan maraknya kasus penyalahgunaan
APBN/APBD, peran audit investigasi menjadi semakin krusial. Audit
investigasi di lingkungan birokrasi bukanlah sekadar pemeriksaan
kepatuhan rutin atau penilaian kewajaran laporan keuangan demi
meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Melainkan, ini adalah
sebuah proses sistematis yang dirancang khusus untuk membongkar
kejahatan kerah putih, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
serta manipulasi wewenang oleh penyelenggara negara. Dalam
konteks ini, pemahaman yang tepat mengenai ruang lingkup audit
investigasi sangat penting agar publik menyadari fungsinya sebagai
benteng terakhir penjaga aset negara.

Sebagai "ujung tombak" pengawasan intern, audit investigasi di
instansi pemerintah sering kali dipicu oleh laporan pengaduan
masyarakat (whistleblower), temuan berulang, hingga anomali dalam
pengadaan barang dan jasa. Pendekatannya jauh lebih tajam, sarat
dengan skeptisisme profesional, dan berorientasi pada pembuktian
hukum. Muara utama dari proses ini bukan sekadar rekomendasi
administratif, melainkan pembuktian niat jahat/mens rea dan
penghitungan kerugian keuangan negara secara riil, yang kerap
dijadikan alat bukti utama oleh aparat penegak hukum (KPK,
Kejaksaan, Kepolisian). Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya
karakteristik operasional audit investigasi di ranah birokrasi ini, apa
saja indikator risiko (red flags) yang harus diwaspadai, dan sejauh
mana ruang lingkup kewenangannya?

Konsep Dasar Audit Investigasi di Sektor Publik

1. Definisi Audit Investigasi Pemerintahan
Secara konseptual, audit investigasi di lingkungan pemerintahan
merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis,
dan mengevaluasi bukti terkait dugaan penyimpangan keuangan
negara. Berbeda dengan pengawasan rutin, instrumen ini secara
spesifik diaktifkan ketika terdapat prediksi atau indikasi awal yang
kuat mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Proses
pemeriksaan ini berfokus pada upaya pembuktian hukum guna
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mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya
kerugian pada keuangan publik. Dalam tata kelola pemerintahan
modern, pengertian ini diperluas mencakup penelusuran rekam
jejak digital untuk mengungkap permufakatan jahat yang
tersembunyi di balik kelengkapan administratif (Silverstone et al.,
2024). Oleh karena itu, audit investigasi bertransformasi menjadi
pilar penegakan integritas yang esensial dalam menjaga
akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Mui &
Mailley, 2015).

Pemahaman mengenai pengertian audit investigasi juga
sangat berkaitan dengan paradigma perlindungan aset negara dari
berbagai skema kejahatan kerah putih. Praktik ini tidak sekadar
mencari kesalahan administratif prosedural, melainkan ditujukan
untuk membongkar niat jahat atau mens rea dari aparatur sipil
negara beserta kroninya. Setiap tahapan pelaksanaannya didesain
sedemikian rupa agar seluruh temuan yang dihasilkan memiliki
kekuatan pembuktian hukum di hadapan majelis hakim.
Kompleksitas penanganan kasus di sektor publik menuntut auditor
untuk memadukan keahlian akuntansi forensik, hukum acara
pidana, dan kriminologi ke dalam satu kerangka kerja terpadu
(Karyono, 2013). Dengan memegang teguh prinsip-prinsip
tersebut, pengertian audit investigasi pada akhirnya bermuara
pada upaya pemulihan kerugian finansial yang dialami oleh entitas
pemerintahan (Tuanakotta, 2010).

. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Investigasi

Tujuan utama dari pelaksanaan audit investigasi di sektor publik
berbeda secara mendasar dengan pemeriksaan keuangan reguler
yang berorientasi pada opini kewajaran. Orientasi akhir dari
instrumen ini difokuskan secara eksklusif pada dukungan terhadap
penegakan hukum guna membuktikan unsur perbuatan melawan
hukum secara sah. Secara spesifik, audit ini dirancang untuk
menjawab rangkaian pertanyaan mendasar mengenai aktor
intelektual, modus operandi, dan besaran dampak finansial dari
suatu penyimpangan (Albrechtetal.,, 2023). Pada tahap yang paling
esensial, hasil akhir pembuktian ini bertujuan untuk menghitung
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nilai kerugian keuangan negara secara pasti dan tidak
terbantahkan. Deklarasi nilai kerugian inilah yang kelak
difungsikan sebagai alat bukti materiil yang mutlak bagi aparat
penegak hukum dalam menyusun konstruksi dakwaan pidana.
Sejalan dengan tujuan tersebut, ruang lingkup audit
investigasi disusun sangat spesifik dan sama sekali tidak terikat
pada ambang batas materialitas akuntansi. Batasan
pemeriksaannya dipandu secara ketat oleh elemen waktu (tempus
delicti) dan tempat (locus delicti) terjadinya dugaan tindak pidana
korupsi tersebut. Auditor dituntut untuk memperluas cakupan
pengujian melalui observasi fisik di lapangan, penelusuran aliran
dana lintas entitas, dan permintaan keterangan para saksi.
Mengingat masifnya digitalisasi pemerintahan, ruang lingkup
modern saat ini mewajibkan integrasi forensik digital untuk
mengekstraksi anomali pada sistem pengadaan secara elektronik
(ACFE, 2024). Pendekatan multidimensi yang merangkum validasi
dokumen dan jejak digital ini menjadikan ruang lingkup investigasi
sangat taktis dalam membongkar konspirasi kejahatan struktural.

3. Karakteristik Khusus Audit Investigasi Birokrasi

Karakteristik audit investigasi di sektor birokrasi memiliki
perbedaan fundamental dibandingkan dengan sektor korporasi
swasta akibat keterikatannya pada regulasi publik dan dinamika
politik. Lingkungan pengawasan yang bersifat sangat hierarkis
sering kali menghadapkan auditor pada budaya organisasi yang
kaku dan potensi benturan kepentingan struktural. Kondisi
lingkungan seperti ini mengharuskan auditor pemerintah untuk
menerapkan tingkat independensi dan skeptisisme profesional
yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Selain itu, penyimpangan di
sektor publik umumnya disamarkan melalui penyusunan dokumen
laporan pertanggungjawaban yang terlihat sangat sempurna
secara administratif (Kranacher & Riley, 2019). Karakteristik
manipulasi formal inilah yang mewajibkan pemeriksa untuk selalu
menguji substansi kebenaran materiil di balik setiap tumpukan
berkas transaksi pemerintahan.
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Pendahuluan

Whistleblowing merupakan salah satu mekanisme penting dalam
mengungkap kecurangan, korupsi, dan pelanggaran etika di dalam
organisasi. Dalam organisasi modern yang semakin kompleks,
berbagai tekanan seperti tuntutan kinerja, kompetisi, dan lemahnya
sistem pengawasan internal dapat menciptakan peluang terjadinya
penyimpangan. Dalam konteks ini, whistleblowing system berfungsi
sebagai instrumen pengendalian yang memungkinkan pelanggaran
terdeteksi dan ditangani sejak dini sebelum menimbulkan dampak
yang lebih luas. Dalam profesi akuntansi, peran whistleblowing
menjadi sangat strategis. Akuntan dan auditor memiliki akses
langsung terhadap informasi keuangan, sistem akuntansi, serta proses
pengendalian internal organisasi. Posisi ini menempatkan mereka
sebagai pihak yang paling mungkin mendeteksi adanya kecurangan,
manipulasi laporan keuangan, atau penyalahgunaan wewenang.
Miceli dan Near (1985) menegaskan bahwa individu dengan akses
informasi yang tinggi memiliki potensi lebih besar untuk menjadi
whistleblower, meskipun pada saat yang sama juga menghadapi risiko
pribadi yang lebih besar ketika memutuskan untuk melaporkan
pelanggaran.

Berbagai kasus besar di tingkat global dan nasional menunjukkan
bahwa kegagalan sistem pelaporan internal dapat berujung pada
krisis keuangan dan hilangnya kepercayaan publik. Kasus Enron dan
WorldCom di Amerika Serikat menjadi contoh bagaimana praktik
manipulasi laporan keuangan dapat berlangsung lama sebelum
akhirnya terungkap melalui whistleblower internal. Di Indonesia,
kasus PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan pola serupa, di mana
laporan keuangan yang tampak sehat selama bertahun-tahun ternyata
menyembunyikan praktik investasi yang menyimpang dan berisiko
tinggi. Ketiadaan atau lemahnya whistleblowing system menyebabkan
pelanggaran tersebut tidak segera terungkap, sehingga kerugian yang
ditimbulkan semakin besar dan berdampak langsung pada
masyarakat luas. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa
whistleblowing tidak hanya berkaitan dengan keberanian individu,
tetapi juga sangat bergantung pada keberadaan sistem yang
mendukung. Tanpa adanya mekanisme pelaporan yang jelas, aman,
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dan dipercaya, individu yang mengetahui pelanggaran cenderung
memilih untuk diam. Dalam konteks ini, whistleblowing dipandang
sebagai sarana penting dalam menjaga integritas organisasi,
memperkuat tata kelola, serta melindungi kepentingan publik.

Meskipun demikian, whistleblowing bukanlah tindakan yang
mudah untuk dilakukan. Individu yang mengetahui adanya
pelanggaran sering kali berada dalam dilema antara melaporkan
pelanggaran demi kepentingan organisasi dan publik atau
mempertahankan loyalitas terhadap organisasi dan atasan. Loyalitas
dalam organisasi sering dimaknai sebagai kepatuhan dan kesetiaan,
sehingga tindakan melaporkan pelanggaran kerap dipersepsikan
sebagai bentuk pengkhianatan. Selain itu, risiko pembalasan, stigma
sosial, tekanan psikologis, serta kerugian karier menjadi
pertimbangan utama yang membuat banyak individu memilih untuk
tidak melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui. Graham (1986)
menjelaskan bahwa whistleblowing merupakan bentuk principled
organizational dissent, yaitu tindakan perlawanan moral terhadap
praktik yang dianggap menyimpang dari nilai dan tujuan organisasi.
Namun, dalam praktiknya, dissent tersebut sering kali direspons
secara negatif oleh organisasi, terutama ketika pelaporan dianggap
mengancam reputasi atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Kondisi
ini menjelaskan mengapa whistleblowing perlu dipahami sebagai
fenomena organisasi yang kompleks, bukan semata-mata sebagai
keputusan individual.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai whistleblowing perlu
dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek
individu, organisasi, dan sistem yang melingkupinya. Bab ini
membahas whistleblowing system secara menyeluruh, meliputi
definisi whistleblower, respons organisasi terhadap whistleblower,
konsekuensi whistleblowing bagi individu, organisasi, dan publik,
dilema loyalitas dan kepercayaan, serta berbagai alternatif tindakan
yang dapat ditempuh sebelum whistleblowing dilakukan. Dengan
pendekatan ini, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang
utuh mengenai peran strategis whistleblowing system dalam tata
kelola organisasi modern, khususnya dalam konteks profesi
akuntansi.
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Definisi Whistleblower

1. Pengertian Whistleblower
Whistleblowing didefinisikan sebagai tindakan anggota organisasi,
baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, dalam
melaporkan pelanggaran, tindakan ilegal, atau perilaku tidak
bermoral kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk
menindaklanjuti laporan tersebut (Near & Miceli, 1985). Pelaporan
ini dapat dilakukan melalui saluran internal organisasi maupun
kepada pihak eksternal seperti regulator, aparat penegak hukum,
atau media. Definisi ini menegaskan bahwa whistleblowing
dilakukan oleh individu internal (insider) yang memiliki akses
langsung terhadap informasi dan proses organisasi. Nader (1972)
memandang Whistleblowing adalah tindakan moral yang dilakukan
ketika individu meyakini bahwa kepentingan publik harus
ditempatkan di atas kepentingan organisasi.

Dalam perspektif ini, whistleblower tidak hanya berperan
sebagai pelapor pelanggaran, tetapi juga sebagai agen perubahan
yang berupaya menghentikan praktik menyimpang dan mencegah
dampak negatif yang lebih luas. Dengan demikian, whistleblowing
memiliki dimensi etis yang kuat karena berkaitan dengan tanggung
jawab moral individu terhadap masyarakat. Dalam literatur etika
organisasi, whistleblowing sering diposisikan sebagai bentuk
keberanian moral (moral courage), karena individu yang
melaporkan pelanggaran harus menghadapi potensi risiko pribadi
yang signifikan. Oleh karena itu, keputusan untuk menjadi
whistleblower tidak dapat dilepaskan dari konteks organisasi dan
sistem yang melingkupinya.

2. Perbedaan Whistleblower dan Complaint Biasa
Whistleblowing berbeda dari complaint atau keluhan kerja biasa.
Complaints umumnya berkaitan dengan masalah personal, seperti
konflik antarindividu, ketidakpuasan terhadap kebijakan internal,
atau kondisi kerja yang tidak ideal. Sebaliknya, whistleblowing
berfokus pada pelanggaran serius yang bersifat sistemik dan
berpotensi menimbulkan kerugian bagi organisasi maupun
masyarakat luas (Bouville, 2007). Perbedaan ini penting karena

Nur Ismanidar




Whistleblowing System

Daftar Pustaka

Alleyne, P., Charles-Soverall, W., & Broome, T. (2017). Perceptions,
Predictors, and Consequences of Whistleblowing Among
Accounting Employees in Barbados. Meditari Accountancy
Research, 25(2), 241-267. https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-
2016-0080

Bowen, R. M, & Call, A. C. (2010). Whistle-Blowing: Target Firm
Characteristics and Economic Consequences. 85(4), 1239-1271.
https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1239

Casal, Jose C & Zalkind, S. S. (1995). Consequences of Whistleblowing:
A Study of the Experiences of Management Accountants.
Psychological Reports, 77, 795-802.

Dyck, A., Morse, A., Zingales, L. Dyck, A, Morse, A, & Zingales, L.
(2010). Who Blows the Whistle on Corporate Fraud? The Journal of
Finance, 65(6), 2213-2253.

Gao, ], Greenberg, R, Wong-on-wing, B., Gao, ], & Greenberg, R.
(2014). Whistleblowing Intentions of Lower-Level Employees : The
Effect of Reporting Channel , Bystanders , and Wrongdoer Power
Status Whistleblowing Intentions of Lower-Level Employees: The
Effect of Reporting Channel , Bystanders , and Wrongdoer Power
Status.  Journal of Business Ethics, 126(1), 85-99.
https://doi.org/10.1007/s10551-013-2008-4

Pittroff, E. Journal, S. October, N., & Pittroff, E. (2020). Whistle-
Blowing Systems and Legitimacy Theory: A Study of the Motivation
to Implement Whistle-Blowing Systems in German Organizations.
Whistle-Blowing Systems and Legitimacy Theory: A Study of the
Motivation to Implement Whistle-Blowing Systems in German.
124(3), 399-412. https://doi.org/10.1007 /s

Schultz, J. J.,, Johnson, D. A, Morris, D., & Dyrnes, S. (1993). An
Investigation of the Reporting of Questionable Acts in an
International Setting. University of Chicago Stable URL:
https://www.jstor.org/stable/2491165 An Investigation of the
Reporting of Questionable Acts in an International Setting. Journal
of Accounting Research, 31 (1993), 75-103.

Nur Ismanidar

189



Whistleblowing System

Seifert, D. L., Stammerjohan, W. W.,, & Martin, R. B. (2014). Trust,
Organizational Justice, and Whistleblowing: A Research Note.
Behavioral — Research in  Accounting, 26(1), 157-168.
https://doi.org/10.2308/bria-50587

Setyawati, 1., Ardiyani, K., & Sutrisno, C. R. (2015). Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Niat untuk Melakukan Whistleblowing Internal
(The Factors Influencing Internal Whistleblowing Intentions).
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 17(2), 22-33.

Nur Ismanidar



Whistleblowing System

PROFIL PENULIS

Dr. Nur Ismanidar, SE., M.Si.

Penulis memiliki ketertarikan terhadap
kepenulisan karya ilmiah sejak menempuh
pendidikan Sekolah Menengah Umum di
SMAN 38 Jakarta pada tahun 2001, yang
ditandai dengan diraihnya Juara II Karya
[Imiah Remaja tingkat Provinsi DKI Jakarta.
Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana
(S1) pada Program Studi Akuntansi
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006. Sebagai praktisi, penulis
pernah bekerja di bidang administrasi dan keuangan pada lembaga
non-pemerintah internasional, yaitu AUSAID dan USAID.

Penulis melanjutkan pendidikan magister (S2) pada Program
Studi Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK)
Banda Aceh dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis
menempuh pendidikan doktor (S3) pada Program Studi I[Imu
Akuntansi Universitas Sumatera Utara (USU) Medan melalui Beasiswa
Afirmasi BPPDN. Bidang kepakaran penulis meliputi ilmu akuntansi
dan keuangan, dengan fokus pada tata kelola, etika, dan pengendalian
internal.

Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis
aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
didanai oleh internal perguruan tinggi serta Kementerian Riset dan
Teknologi. Selain aktif meneliti, penulis juga produktif menulis buku
ilmiah dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan bangsa.

Email: nurismanidar@unsam.ac.id

Nur Ismanidar

191


mailto:nurismanidar@unsam.ac.id

ﬁv

BAB 13
PENYUSUNAN
LAPORAN AUDIT
INVESTIGATIF

Erwinsyabh, S.E., M.Si., AKk., CA.
Universitas Tadulako




Penyusunan Laporan Audit Investigatif

Pendahuluan

Audit investigatif berkembang sebagai respons institusional terhadap
meningkatnya kompleksitas penyimpangan keuangan dan tuntutan
akuntabilitas publik. Dalam konteks tata kelola modern,
pengungkapan dugaan penyimpangan tidak lagi cukup hanya pada
tahap identifikasi, melainkan harus dilengkapi dengan dokumentasi
sistematis yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
dipertanggungjawabkan secara profesional maupun hukum. Dengan
demikian, audit investigatif tidak hanya merupakan perluasan fungsi
audit, tetapi juga representasi integrasi antara disiplin akuntansi,
teknik audit, dan kerangka hukum (Bologna dkk., 1993; Singleton &
Singleton, 2011).

Dalam kerangka tersebut, laporan audit investigatif merupakan
produk utama sekaligus representasi akhir dari keseluruhan proses
investigatif. Laporan tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi
hasil pemeriksaan kepada pimpinan entitas atau aparat penegak
hukum, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas profesional
auditor. Pedoman pemeriksaan investigatif di Indonesia menegaskan
bahwa laporan harus disusun berdasarkan bukti yang cukup dan
kompeten serta disajikan secara objektif dan sistematis agar dapat
dijadikan dasar tindak lanjut. Dengan demikian, kualitas laporan audit
investigatif menentukan legitimasi dan efektivitas hasil investigasi.

Secara konseptual, audit investigasi mencakup proses
pengumpulan, evaluasi, dan analisis bukti guna mengungkap dugaan
kecurangan atau penyimpangan. Namun, nilai strategisnya terletak
pada bagaimana hasil proses tersebut dituangkan dalam laporan yang
terstruktur. ACFE (2024) menekankan bahwa dokumentasi hasil
investigasi harus memungkinkan pembaca independen memahami
dasar simpulan yang diambil tanpa memerlukan penjelasan
tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa laporan audit investigatif
harus memiliki kejelasan logika, konsistensi analisis, serta
keterlacakan antara bukti dan simpulan.

Dalam praktik, laporan audit investigatif biasanya memuat latar
belakang pemeriksaan, ruang lingkup dan metodologi, uraian
kronologi, analisis bukti, serta simpulan dan rekomendasi. Namun,
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substansi terpenting bukan terletak pada formatnya, melainkan pada
prinsip-prinsip yang mendasarinya. Prinsip umum pelaporan audit
investigatif menjadi fondasi profesionalisme dan kredibilitas auditor,
terutama ketika laporan berpotensi digunakan dalam proses
klarifikasi administratif maupun penegakan hukum. Laporan audit
investigatif harus disusun dengan memperhatikan prinsip akurat dan
berbasis bukti, jelas dan sistematis, objektif dan tidak berpihak,
relevan, tepat waktu, memiliki kekuatan pembuktian dan tingkat
keyakinan, dan organisasi dan pengendalian mutu. Prinsip-prinsip
tersebut bukan sekadar pedoman etis, melainkan kerangka
epistemologi yang memastikan bahwa simpulan yang disajikan
merupakan hasil konstruksi pengetahuan berbasis bukti.

Prinsip pertama adalah akurat dan berbasis bukti. Seluruh materi,
tanggal, data, informasi, dan pihak terkait harus dikonfirmasikan dan
didukung dalam Kertas Kerja Pemeriksaan. Laporan audit investigatif
tidak boleh berisi opini personal, melainkan simpulan yang didukung
bukti yang cukup, relevan, dan kompeten. Dalam praktik, akurat
berarti setiap fakta dalam laporan telah melalui proses verifikasi dan
konfirmasi silang. Bahkan informasi hasil wawancara perlu diuji
melalui konfirmasi dan konfrontasi sebelum dituangkan dalam
laporan. Prinsip ini memastikan bahwa laporan audit investigatif
memiliki daya tahan ketika diuji secara administratif maupun hukum.

Prinsip kedua adalah jelas dan sistematis, yang berarti laporan
audit investigatif harus disusun secara jelas, tidak bertele-tele, dan
menghindari hal yang tidak relevan. Penyajian yang baik harus
menjawab pertanyaan klasik: apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di
mana, kapan, mengapa, dan bagaimana peristiwa tersebut
berlangsung. Kejelasan bukan hanya persoalan gaya bahasa, tetapi
bagian dari tanggung jawab profesional agar pembaca baik
manajemen, aparat pengawas, maupun penegak hukum dapat
memahami konstruksi peristiwa tanpa interpretasi tambahan.
Penyusunan yang sistematis juga memperkuat alur logis antara fakta,
analisis, dan simpulan.

Prinsip ketiga adalah objektivitas dan ketidakberpihakan,
menekankan bahwa laporan audit investigatif tidak boleh bias atau
dipengaruhi prasangka penyusunnya. Auditor untuk tetap berpegang
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menyajikan fakta dan analisis, bukan menetapkan kesalahan yuridis
(ACFE, 2024). Oleh karena itu, penggunaan frasa seperti “terdapat
indikasi berdasarkan bukti yang diperoleh” lebih tepat dibandingkan
pernyataan yang bersifat vonis.

Risiko metodologis muncul apabila bukti tidak cukup atau
analisis tidak mempertimbangkan alternatif penjelasan. Juknis
pemeriksaan investigatif menggarisbawahi pentingnya pengujian
yang komprehensif serta dokumentasi yang memadai. Kelemahan
dalam pembuktian dapat melemahkan keseluruhan laporan ketika
diuji oleh pihak eksternal.

Untuk memitigasi risiko tersebut, pengendalian mutu menjadi
mekanisme Kkrusial. Reviu internal memastikan bahwa laporan
konsisten, didukung bukti yang memadai, dan bebas dari kesalahan
faktual maupun redaksional. Proses ini bukan formalitas
administratif, melainkan instrumen perlindungan profesional yang
menjaga reputasi auditor dan lembaga. Dengan demikian, kualitas dan
risiko laporan investigatif saling terkait erat. Laporan yang disusun
secara sistematis, objektif, dan melalui pengendalian mutu yang ketat
tidak hanya memperkuat kredibilitas temuan, tetapi juga mendukung
efektivitas tindak lanjut dalam kerangka tata kelola yang baik.

Penutup

Penyusunan laporan audit investigatif pada akhirnya merupakan
praktik epistemologi, yakni proses membangun pengetahuan berbasis
bukti dalam kerangka akuntabilitas publik. Laporan yang disusun
secara sistematis, objektif, dan berbasis pembuktian tidak hanya
berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen
legitimasi profesional yang menjembatani fakta empiris dengan
mekanisme pertanggungjawaban. Dalam konteks penguatan tata
kelola sektor publik dan korporasi, kemampuan menyusun laporan
investigatif yang kredibel menjadi kompetensi strategis yang
menentukan efektivitas sistem pengawasan dan pencegahan fraud.
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Pencegahan dan Pendeteksian Dini Kecurangan

Pendahuluan

Kecurangan (fraud) merupakan salah satu risiko utama yang secara
serius dapat mengancam keberlangsungan organisasi, baik di sektor
publik maupun sektor swasta. Dalam praktiknya, fraud tidak hanya
menimbulkan kerugian finansial yang bersifat langsung dan terukur,
tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap reputasi, tingkat
kepercayaan pemangku kepentingan, stabilitas operasional, serta
legitimasi institusi (Christian & Veronica, 2022). Berbagai laporan dan
studi internasional menunjukkan bahwa banyak organisasi baru
menyadari terjadinya kecurangan setelah kerugian yang ditimbulkan
berada pada tingkat yang signifikan, bahkan dalam beberapa kasus
sudah sulit untuk dipulihkan (Rahajeng, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kecurangan bukan
sekadar persoalan individu yang menyimpang, melainkan masalah
sistemik yang berkaitan erat dengan kelemahan pengendalian
internal, tata kelola organisasi, budaya etika, serta efektivitas fungsi
pengawasan. Dalam konteks ini, pendekatan penanganan kecurangan
yang hanya bersifat reaktif yaitu bertindak setelah fraud terjadi, tidak
lagi memadai. Organisasi modern dituntut untuk mengembangkan
pendekatan yang lebih proaktif melalui upaya pencegahan dan
pendeteksian dini kecurangan sebagai bagian integral dari sistem
manajemen risiko dan good corporate governance (Wells, 2017).

Pencegahan dan pendeteksian dini kecurangan memiliki peran
strategis karena mampu meminimalkan peluang terjadinya fraud
sekaligus mengurangi dampak kerugian apabila kecurangan mulai
muncul. Upaya pencegahan bertujuan menciptakan lingkungan
pengendalian yang kuat, transparan, dan berintegritas, sehingga
potensi terjadinya kecurangan dapat ditekan sejak awal (Albrecht et
al,, 2019). Sementara itu, pendeteksian dini berfokus pada identifikasi
indikasi awal (early warning signs) atau red flags yang mengisyaratkan
adanya penyimpangan, sebelum berkembang menjadi kasus
kecurangan yang kompleks dan merugikan (Singleton & Singleton,
2010).

Dalam praktik audit dan pengawasan kontemporer, pencegahan
dan pendeteksian dini kecurangan juga berkaitan erat dengan
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pergeseran paradigma audit investigatif. Audit tidak lagi dipahami
semata-mata sebagai aktivitas pemeriksaan kepatuhan dan kewajaran
laporan keuangan, melainkan sebagai proses yang berorientasi pada
identifikasi risiko, analisis perilaku, serta pemanfaatan data dan
teknologi informasi. Perkembangan akuntansi forensik dan forensic
data analytics semakin memperkuat pendekatan ini, dengan
memungkinkan auditor dan manajemen untuk menganalisis volume
data yang besar guna menemukan pola anomali yang sulit dideteksi
melalui metode konvensional (Crumbley et al., 2013).

Selain aspek teknis, dimensi perilaku dan budaya organisasi juga
memegang peranan penting dalam pencegahan kecurangan. Budaya
etika, integritas, serta komitmen manajemen puncak (tone at the top)
menjadi fondasi utama dalam membangun sistem anti-fraud yang
efektif (Siems & Macotela, 2017; Trevifio & Nelson, 2021). Tanpa
dukungan budaya yang kuat, berbagai kebijakan dan prosedur
pencegahan kecurangan berpotensi hanya menjadi formalitas
administratif. Oleh karena itu, pencegahan dan pendeteksian dini
kecurangan harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang
melibatkan manajemen, dewan pengawas, auditor internal, auditor
eksternal, serta seluruh karyawan organisasi.

Di Indonesia, isu pencegahan dan pendeteksian dini kecurangan
menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya tuntutan
transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik, baik di sektor
publik maupun sektor privat. Berbagai regulasi dan pedoman telah
diterbitkan oleh regulator dan lembaga pengawas untuk mendorong
penerapan strategi anti-fraud, termasuk penguatan sistem
pengendalian internal, penerapan whistleblowing system, serta
peningkatan peran audit internal (Wardani, 2017). Namun demikian,
tantangan implementasi masih sering dijumpai, mulai dari
keterbatasan sumber daya manusia, kualitas data yang belum
memadai, hingga resistensi budaya terhadap pengawasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, bab ini disusun untuk
memberikan pemahaman komprehensif mengenai pencegahan dan
pendeteksian dini kecurangan dalam perspektif audit investigasi dan
akuntansi forensik. Pembahasan mencakup konsep dasar pencegahan
kecurangan, strategi dan mekanisme pengendalian yang dapat
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diterapkan, identifikasi dan pemetaan red flags, serta pemanfaatan
teknologi dan data analytics dalam mendukung sistem early warning.
Selain itu, bab ini juga menyoroti peran strategis akuntan forensik dan
mekanisme whistleblowing sebagai bagian dari upaya terintegrasi
dalam membangun organisasi yang transparan, akuntabel, dan
berintegritas.

Konsep Dasar Pencegahan Kecurangan

Pencegahan kecurangan (fraud prevention) merupakan serangkaian
kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian yang dirancang
secara sistematis untuk mengurangi kemungkinan terjadinya
kecurangan dalam suatu organisasi. Berbeda dengan pendekatan
detektif dan represif yang berfokus pada penanganan setelah
kecurangan terjadi, pencegahan kecurangan bersifat proaktif, yaitu
membangun sistem dan lingkungan organisasi sedemikian rupa
sehingga peluang, motivasi, dan justifikasi untuk melakukan
kecurangan dapat diminimalkan sejak awal (Wells, 2017; Singleton &
Singleton, 2010). Oleh karena itu, pencegahan kecurangan menempati
posisi strategis dalam kerangka manajemen risiko, tata kelola
organisasi, dan pengendalian internal.

Secara konseptual, pencegahan kecurangan berakar pada
pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya fraud. Salah
satu model yang paling dikenal adalah fraud triangle yang
diperkenalkan oleh Donald Cressey (Cressey, 1953). Model ini
menjelaskan bahwa kecurangan cenderung terjadi ketika tiga elemen
utama hadir secara bersamaan, yaitu tekanan (pressure), peluang
(opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) (Cressey, 1953;
Albrecht et al, 2019). Tekanan dapat berasal dari faktor finansial,
target kinerja yang tidak realistis, atau masalah pribadi individu.
Peluang muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal,
kurangnya pengawasan, atau konsentrasi wewenang pada satu pihak.
Sementara itu, rasionalisasi berkaitan dengan pembenaran moral
pelaku terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan (Wells, 2017;
Fadhila et al., 2025).

Dalam konteks pencegahan kecurangan, model fraud triangle
memberikan implikasi penting bahwa upaya pencegahan tidak cukup
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Pendahuluan

Akuntansi forensik merupakan cabang ilmu akuntansi yang berkaitan
dengan pelacakan, identifikasi, pencegahan, dan pembuktian
terjadinya fraud atau kecurangan melalui tahapan analisis bukti, audit
investigasi, serta teknik audit berbasis hukum. Perannya semakin
penting di Indonesia seiring kompleksitas laporan keuangan,
integritas lembaga publik dan korporasi, serta meningkatnya tuntutan
transparansi publik dalam tata kelola pemerintah dan bisnis.

Akuntansi forensik merupakan kombinasi akuntansi, auditing,
dan hukum guna mengidentifikasi, menginvestigasi, dan
memformalkan bukti atas kecurangan atau ketidakwajaran dalam
laporan keuangan. Dalam konteks ini, akuntan forensik tidak hanya
memverifikasi angka tetapi juga mempersiapkan bukti yang bisa
dipakai di ranah hukum (Wells, 2014).

Akuntansi forensik digunakan untuk menyelidiki fraud,
manipulasi laporan keuangan, dan pelanggaran hukum lainnya dalam
organisasi. Di Indonesia, berbagai kasus besar seperti gagal bayar
perusahaan asuransi, manipulasi angka laporan keuangan, dan skema
investasi abal-abal menunjukkan kebutuhan kuat akan peran
akuntansi forensik yang efektif. Studi ini akan menganalisis peran
akuntansi forensik dalam beberapa kasus nyata di Indonesia serta
implikasinya terhadap sistem pengendalian internal dan pencegahan
fraud.

Peran akuntansi forensik sebagai alat deteksi fraud di Indonesia
semakin diakui namun masih kurang dimanfaatkan karena
keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, dan integrasi alat digital
untuk investigasi yang kompleks (Uyun, 2025).

Triangle fraud model menjelaskan tiga penyebab utama
terjadinya fraud yaitu:

1. Pressure (Tekanan)
Tekanan dapat berupa:

Kebutuhan finansial

b. Target kinerja

c. Tekanan social

d. Gaya hidup

o
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Tekanan sering tidak terlihat oleh organisasi.
2. Opportunity (Kesempatan)
Kesempatan muncul akibat:
a. Lemahnya pengendalian internal
b. Kurangnya supervise
c. Sistem yang mudah dimanipulasi
Kesempatan dianggap sebagai elemen paling krusial karena
tanpa kesempatan, tekanan tidak dapat diwujudkan dalam
tindakan fraud.
3. Rationalization (Rasionalisasi)
Rasionalisasi terjadi akibat pembenaran moral atas tindakan yang
dilakukan. Rasionalisasi memungkinkan pelaku mempertahankan
citra diri sebagai individu bermoral.
Triangle fraud ini saling berinteraksi, karena tanpa adanya
peluang maupun tekanan, maka fraud tidak akan terjadi.

Akuntansi forensik bertindak sebagai deteksi dan pencegah dari
kombinasi ketiga faktor tersebut (Hermawan, 2022). Akuntansi
forensik tidak lagi sekadar bagian dari audit investigatif, tetapi telah
berkembang menjadi disiplin interdisipliner yang menggabungkan
akuntansi, hukum, kriminologi, dan teknologi informasi. Dalam
konteks Indonesia, penerapan akuntansi forensik sangat relevan
karena struktur tata kelola perusahaan yang masih menghadapi
tantangan dalam pengendalian internal, integritas manajemen, dan
efektivitas pengawasan regulator.

Di Indonesia, kebutuhan akuntansi forensik meningkat seiring
maraknya kasus korupsi dan fraud sektor publik. Lembaga yang
berperan penting antara lain:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi tertentu. KPK menerapkan pendekatan follow the money
dan sering melibatkan akuntan forensik dalam proses investigasi.
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan
konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
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Tantangan dan Prospek Akuntansi Forensik di Indonesia
Akuntansi forensik di Indonesia saat ini masih dalam tahap
berkembang, meskipun kebutuhan akan keahliannya semakin kuat di
sektor publik maupun privat. Penerapan akuntansi forensik bukan
hanya untuk mengungkap fraud, tetapi juga untuk mencegah fraud
dan mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan
negara dan perusahaan (Ginting, 2025).

Di sisi lain, kesadaran publik terhadap transparansi dan
akuntabilitas meningkat tajam. Penanganan kasus-kasus besar oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi, audit investigatif oleh Badan
Pemeriksa Keuangan, serta pengawasan internal pemerintah oleh
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan
kebutuhan nyata terhadap keahlian akuntansi forensik.

Salah satu tantangan paling nyata adalah keterbatasan jumlah
tenaga ahli bersertifikat akuntansi forensik dan keterbatasan
kompetensi multidisiplin seperti audit investigatif, hukum
pembuktian, psikologi fraud, dan teknologi digital. (Maulidi, 2025).
Meskipun regulasi anti-fraud di Indonesia secara umum kuat, belum
ada standar nasional tunggal yang mengatur prosedur akuntansi
forensik secara komprehensif. Hal ini dapat menimbulkan
inkonsistensi praktik di berbagai lembaga, seperti antara perhitungan
kerugian negara di BPK vs. peran akuntan forensik di penegak hukum
(Uyun, 2025).
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AKYNITANSI
EORENSIK

DAN AUDIT INVESTIGASI

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya berbagai tindak
kecurangan (fraud) dan kejahatan ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang,
dan manipulasi laporan keuangan, yang terjadi baik di sektor publik maupun
swasta. Fenomena ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam serta
pendekatan khusus yang tidak dapat dipenuhi hanya oleh audit keuangan
biasa. Akuntansi forensik dan audit investigasi merupakan perpaduan unik
antara disiplin ilmu akuntansi, audit, dan hukum. Berbeda dengan audit
laporan keuangan yang bersifat umum dan berulang, audit investigasi bersifat
spesifik dan bertujuan untuk mencari, menemukan, serta mengungkapkan
bukti adanya suatu tindak pidana atau perdata untuk kemudian digunakan di
pengadilan. Buku ini hadir untuk menjembatani pemahaman pembaca
mengenai konsep, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam praktik
akuntansi forensik, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan bukti, hingga
pelaporan. Lebih detail dalam buku ini, pembaca akan diajak memahami:
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